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ABSTRAK

Nama : Rizki Aulia/150104048
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi : Taubat sebagai Penghapus Had Tindak Pidana Pencurian

(Studi terhadap Pendapat Imam Al-Nawawn1)
Tanggal Munaqasyah : 18 Agustus 2020

Tebal Skripsi : 67 Halaman

Pembimbing I : Dr. Faisal, S. TH., MA

Pembimbing I1 : Irwansyah, M.Ag., MH

Kata Kunci : Taubat, Penghapus, Had, Zina, Pencurian.

Penelitian ini secara khusus menelaah pendapat al-Nawawi yang cenderung
berbeda dengan pendapat yang berkembang di dalam ulama al-Syafi’iyyah,
yang menyebutkan taubat tidak dapat menghapus /ad tindak pidana pencurian.
Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana pandangan Imam al-Nawaw1
tentang taubat pelaku pencuri dan konsekuensi hukumnya dan bagaimana dalil
dan metode istinbat yang digunakan Imam al-Nawawi dalam menetapkan taubat
sebagai penghapus /ad tindak pidana pencurian?. Skripsi ini dilakukan dengan
penelitian kepustakaan (/ibrary research) dengan metode kualitatif. Menurut
Imam al-Nawaw1 pencuri yang bertaubat terbebas dari hukuman /ad. Alasannya
Alquran mengakui diterimanya taubat pelaku begal, begal dipersamakan dengan
pelaku pencurian. Taubat pelaku pencurian dilakukan dengan empat cara yaitu
meninggalkan tindakan pencurian, menyesali terhadap kejahatan pencurian yang
sudah dilakukannya, berjanji secara sungguh-sungguh tidak kembali mengulang
perbuatan mencuri selama-lamanya, minta kebebasan atau pengampunan kepada
pemilik harta bila harta curian sudah tidak ada lagi. Konsekuensi taubat pelaku
pencurian yaitu akan menggugurkan sad potong tangan. Gugurnya fad potong
tangan dengan syarat si pencuri belum ditangkap penguasa (0% J%) dan ia
memperbaiki diri (z3X%=Y)). Dalil Imam al-Nawawi mengacu pada Alquran dan
hadis. Dalil Alquran yaitu QS. al-Maidah [5] ayat 38-39 tentang pencuri
diampuni oleh Allah Swt jika ia bertaubat dan memperbaiki diri menjadi lebih
baik. Kemudian Imam al-Nawawi menggunakan dalil QS. al-Maidah [5] ayat
33-34 tentang pemberontak diampuni oleh Allah Swt jika seandainya bertaubat
dan belum ditangkap penguasa. Kemudian, Imam al-Nawaw1 juga menggunakan
hadis riwayat Imam Malik mengenai Zubair bin Awam meminta agar pencuri
yang belum sampai kepada sultan untuk diberi ampunan. Mengikuti dalil-dalil
yang digunakan Imam al-Nawawi, maka Imam al-Nawawl menggunakan
metode istinbat ta’lili yaitu penemuan illat hukum melalui pendekatan giyas
yaitu menganalogikan kasus taubatnya pencuri dengan taubatnya pelaku begal
dan pemberontak.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
1 | . Tidak - L A t dengan titik di
dilambangkan ; bawahnya
5 & b \Y 5 , z dengan titik di
i bawahnya

3 & t YA g ¢

. s dengan titik di

: )4
4 . i atasnya ¢ gh
5 d ] 3 o f

h dengan titik di
AR 3
6 c h bawahnya 7 q
7 ¢ kh YY 4 k
8 3 d Yy J 1
9 i 5 zdengan titik di | , 1 m
atasnya
10 J r Yo O n
11 J z AR ) w
12 s S YV ° h
13 o sy YA 3 ’
sdengan titik di | 4
14 o ? bawahnya ¢ y
15 Ui d d dengan titik di
bawahnya
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2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah |
& Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
S O Fathah dan ya Ai
5w Fathah dan wau Au
Contoh:
S = kaifa,
Jds = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
s/ & Fathah dan alif atau ya a
GO Kasrah dan ya 1
e Dammah dan wau u
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Contoh:

i = qala
< =rama
38 = gila
i = vaqiilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( &) hidup
Ta marbutah ( &) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( %) mati
Ta marbutah ( %) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah ( ®) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Jwﬁ‘i\ f\-?aj} : raudah al-atfal/ raudatul atfal
i}é_}j\ LA-’\-J‘ : al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madimatul Munawwarah

b Talhah

Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai

kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.



2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

xi



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.

2. Daftar Riwayat Hidup

Xii



DAFTARISI

Halaman
LEMBARAN JUDUL ..cuuiiiinuinsensinsaissenssssssnsssssssssasssssssessssssssssssssssssssssssasss i
PENGESAHAN PEMBIMBING ......coocievinsuicsnccsensancsancsesssessasssesssscsssssasssces ii
PENGESAHAN SIDANG G......ccovinuinenisssenissunsessansssnssesssessssssssasssssssssssssssses iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ....cconievinnuinsecsseesancsesssnsnses iv
ABSTRAK ..uuiitieiiiintinenssnsssissanssssasssssssssstsssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssasss \4
KATA PENGANTAR ccuciuiiieicnnicnisacsssisnsssnssssssssssssssssssssseessssssssssssssssasssees vi
TRANSLITERASI ...ccocviiicsuiesnnsncsaissessacssassssssssssassssssssssasssassssssssssssssssssssssses viii
DAFTAR ISL.cciiieciiioncsuinsnisancsnrsssisssesassaessonsssssssssssassasssnssssesssssstsssessssssssnses xii
DAFTAR LAMPIRAN ...ccuciiiinninnnsaiseissnsssnsssssssssassssssssssssssasssssssssssssssssssss xiii
BAB SATU  PENDAHULUAN....cccocisstesuissussnssacssssssnssssssssssssssssssssassssses 1
A. Latar Belakang Masalah.............ccccccoeeeieiiiiieiniieenie, 1
B. Rumusan Masalah............cceccooiiiiiiniiiiiiiieceee 6
CH Tujuan Ferichifian 8. R4 . 0% .. B .. ... 7
D % Benjelasamstifah 8. 8.5l el R ... 7
E. RKafigrgPustaltasg 3. S gt N LUl B 9
E fctoficREnclitiam.. ... "%....... .. ... S 14
G. Sistematika Pembahasan ..............cccooooiiiiiiiniiininnnnn. 16
BAB DUA KONSEP TAUBAT PELAKU PENCURIAN.................. 18
A. Pengertian Pencurian...........ccceeveeevieenieeiieenieesieesienens 18
B. Dasar Hukum Larangan Pencurian ...........ccccceeveeenneen. 21

C. Tujuan dan Teori Pemidanaan Pelaku Pencurian
dalam Hukum Pidana Islam ............ccoccoiiininninnnnnn. 26
IDERKONSEH Taubat = ... Gy ... 33
I erminglogi Taybat......c...c......... NGt .. . 33
2. Syarat-Syarat Taubat ..........cccceeeuveviiiiieeniiieieeiene. 36

E. Taubat sebagai Penghapus Hadd Pencurian dalam
Tinjaua T ECHART ... . ................c.0eeoveeereernnes 39

BAB TIGA  ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-NAWAWI

TENTANG TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS

HADD TINDAK PIDANA PENCURIAN ......ocerereevennnee 43

A. Biografi Imam al-Nawawi........cccocceeviiiiiininniienieen, 43

B. Pandangan Imam al-Nawawi tentang Taubat Pelaku
Pencuri dan Konsekuensi Hukumnya ..............ccoceee..e. 46

xiii



C. Dalil dan Metode Istinbat yang Digunakan Imam al-
Nawawi dalam Menetapkan Taubat sebagai penghapus

hadd tindak pidana pencurian ............cccocceeeevieriienneenen. 51

BAB EMPAT PENUTUP ......coiiiiicreininsnicecssenssecssissesssesssssssssssssssssasssees 60
A, Kesimpulan.........ccoccveeeiiiiiiiicieeeeeee e 60

B, Saran.......occoiii 61

DAFTAR PUSTAKA ...cuuiiiniiniceississnnstsssecsssssssssecssssssessesssssssssssssssssasssses 62
LAMPIRAN ..ccotiiiiiinsuiesensacssssssssssssassssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssasss 66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....ccceeiienniicsscnsncssssnnsnsssssssenccsssssascsssnsasssses 67

X1V



BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian dalam berbagai konstruksi hukum, baik Islam, positif (Barat),
maupun adat, dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum. Ia termasuk
sebagai delik, tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Dalam versi
hukum Islam, pencurian masuk sebagai salah satu dari tujuh tindak pidana jenis
hudiid yang pelakunya dapat dikenai hukuman /ad, berupa pertanggungjawaban
pidana potong tangan setelah sebelumnya memenuhi syarat nisab harta dan
syarat pelaku seperti baligh, berakal, dan sebagainya.' Bahkan, ulama sepakat
memasukkan pencurian sebagai salah satu kejahatan dosa besar.”

Larangan mencuri dalam Islam tidak lain sebagai bentuk upaya agar hak
milik orang lain tidak diganggu dengan cara batil. Mencuri adalah masalah
hukum yang mesti mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Baik pemerintah
maupun masyarakat secara bersama-sama agar menjauhi perilaku mencuri.
Karena efek dari mencuri itu merugikan orang lain, maka hukuman bagi pencuri
juga cukup berat, yaitu hukuman potong tangan sebagaimana terbaca dalam QS.
al-Ma’idah [5] ayat 38.

Jenis hukuman potong tangan hadir karena Islam datang untuk menjaga
minimal lima kepentingan, yaitu kepentingan penjagaan atas agama, jiwa, akal,
keturunan, termasuk pula harta, dalam istilah kajian hukum Islam disebut
dengan tujuan disyariatkannya hukum atau al-magqdasid al-syari’ah.” Mengingat
adanya keterhubungan harta dengan manusia yang cukup erat, yaitu dengan

memiliki harta seseroang akan mudah hidup, maka Islam mengatur masalah

"Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him.
64-67.

2Syamsuddin al-Zahabi, Kitab al-Kaba'ir, (Tp: Dar al-Nadwah al-Jadidah, t. tp), him.
97.

SAbi Ishaq al-Syatibi, al-Muwdfagat fi Usil al-Syari’ah, (Beirut: Dar Kutb al-
‘Ilmiyyah, 2004), him. 222.



pencurian dan ditempatkan sejajar dengan kepentingan manusia terhadap harta
bendanya. Karenanya pula dipandang wajar ketika hukuman potong tangan
layak menjadi satu pembebanan hukum bagi pelaku.

Dalam kesempatan yang lain, meski ada kesepakatan tentang larangan
mencuri, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan terkait beberapa
bagian penting, di antaranya mengenai batas minimal nisab harta yang dicuri,
Menurut mazhab Hanafi, batas minimal nisab harta curian adalah 1 dinar atau 10
dirham. Menurut mazhab Maliki, nisab curian itu 3 dirham atau sama dengan "4
dinar. Menurut mazhab Syafi’l yaitu 4 dinar. Sementara menurut mazhab
Hanbali yaitu 4 dinar atau 3 dirham. Masing-masing pendapat tersebut dapat
diruyjuk dalam, Muhammad bin Hubairah.* Termasuk berbeda dalam
menetapkan penyebab gugurnya had karena alasan taubatnya si pelaku. Dalam
konteks yang terakhir ini menjadi persoalan yang sifatnya masih debatable.
Artinya, ulama tidak padu dalam menetapkan apakah taubat pelaku dapat
menggugurkan /ad potong tangan atau tidak.

Taubat merupakan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa
lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan bertekad
untuk tidak mengulanginya lagi di masa mendatang.” Kedudukan taubat dalam
Islam dipandang penting sekali, bahkan ayat-ayat tentang anjuran bertaubat
ditemukan relatif cukup banyak. Salah satunya seperti disebutkan dalam QS. al-
Nur [24] ayat 31:

() sd sy O O SIE SO s T €l ks AT )10 45
Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang
beriman supaya kamu beruntung.

Ayat di atas memerintahkan bagi segenap orang untuk melakukan taubat

kepada Allah Swt. Ini menandakan taubat merupakan persoalan yang dianggap

4Muhammad bin Hubairah, [jma’ al-A’immah al-Arba’ah wa Ikhtilafuhum, Juz’ 2, (Tp:
Dar al-‘Ulla’, 2009), him. 379-380.

>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Madarij al-Salikin baina Mandzil Iyyaka Na’bud wa Iyyaka
Nasta’in, Juz’ 1, (Mesir: Dar al-Hadis, 2005), hlm. 152.



cukup penting dalam Islam. Sebab taubat sungguh-sungguh dapat mengantarkan
seseorang pada penghapusan dosa dari Allah Swt. Pentingnya taubat ini oleh
sebagian ulama juga berpengaruh pada tidak diberi beban hukum kepada pelaku
atas suatu kejahatan, meskipun dalam konteks ini masih ditemukan perbedaan
pendapat ulama yang cukup tajam.

Dalam konteks apakah taubat dapat menggugurkan had potong tangan
atau tidak, di sini masih ditemukan beberapa pendapat hukum. Dalam kitab Ibn
Rusyd, “Bidayah al-Mujtahid wa Nihdayah al-Mugqtasid”, merupakan kitab yang
dipandang cukup representatif dalam bidang fikih perbandingan, setidaknya
merinci ke dalam empat pendapat terkait berpengaruh tidaknya taubat terhadap
penghapusan hukuman. Pertama, pendapat yang menyatakan gugurnya sanksi
hukum karena taubat hanya dalam hal kejahatan hirabah atau pemberontakan
saja. Kedua, taubat dapat menggugurkan semua yang menyangkut hak Allah
seperti zina, minuman khamr, dan /had potong tangan dalam pencurian. Ketiga,
taubat dapat menghapus semua yang berkaitan dengan hak Allah, dan mampu
menghapuskan perkara nyawa dan harta dengan apa yang masih ada di tangan
para pelaku dengan tanggungan yang tidak mengikutinya. Keempat, taubat dapat
menghapus semua yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia, baik
berupa harta maupun nyawa, kecuali harta yang masih ada di tangannya.®

Pendapat jumhur ulama selain Hanabillah, hukuman had pada umumnya,
termasuk /ad potong tangan tetap tidak bisa gugur dan tidak terhapus karena
taubat. Sementara menurut mazhab Hanbali sad dapat gugur karena taubat.’
Jadi, dapat diketahui bahwa para ulama masih tidak padu dalam menetapkan
pengaruh dari taubat terhadap penghapusan had potong tangan. Di sini, menarik
untuk ditelaah pendapat Syarf al-Nawawi, merupakan ulama kalangan mazhab

Syafi’1 yang menyatakan gugurnya had potong tangan karena taubat.

%Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur),
Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 877.

"Wahbah al-Zuhaili, Figh al-Islami wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 246.



Menurut Imam al-Nawawi, nas Alquran menjadi dalil atas gugurnya had
seorang pencuri muslim ataupun pelaku begal ketika ia bertaubat.® Saat memberi
komentar tentang taubatnya pelaku begal, al-Nawaw1 juga menyatakan hal yang
sama dengan kasus pencurian, di mana had pencuri akan gugur ketika ia sudah
melakukan taubat dan belum sampai tuntutannya kepada seorang imam atau
hakim pengadilan.” Dalam: “al-Majmii ™ al-Nawawl memang mengakui adanya
beda pendapat tentang apakah had pencuri itu gugur karena taubat atau tidak,
sebab pencurian adalah berhubungan dengan hak adam juga hak Allah secara
sekaligus. Pendapat yang paling kuat dan ia ikuti adalah /ad pencuri dapat
gugur ketika ia telah bertaubat.'® Hanya saja, ketetapan legalitas gugurnya had
karena taubat itu sebatas ketika pelaku belum diserahkan kepada pemimpin atau
hakim. Jika hukuman had sudah ditetapkan oleh imam, maka tidak ada
pemaafan atau pengampunan (syafaat) baginya.'' Sejauh penelusuran sementara,
menunjukkan bahwa pelaku pencurian yang bertaubat mengakibatkan gugur

had-nya, termasuk gugur pula hukuman za zir.

! Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain bin
Muhammad bin Jum@’ah bin Hizam al-Nawawi al-Dimasyqi, Ru’iis al-Masa’il wa Tuhfah
Tullab al-Fada'’il, (Tahqiq: Abd al-Jawad Hamam), (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 91.

? Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain bin
Muhammad bin Jumti’ah bin Hizam al-Nawawi al-Dimasyqi, Raudah al-Talibin wa ‘Umdah al-
Muftin, Juz’ 10, (Beirut: al-Maktab al-Islami1, 1991), hlm. 159: Khusus mengenai gugurnya /ad
bagi pelaku begal juga telah ia singgung di dalam: “Minhaj al-Talibin”. Lihat, Abl Zakariyya
Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain bin Muhammad bin
Jumii’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqt, Minhaj al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin, (Beirut:
Dar al-Minhaj, 2005), hlm. 512.

"“Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqt, al-Majmii’ Syarh al-Muhazzab
li al-Syirazi, Juz’ 22, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1970), him. 240.

"Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumi’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqt, al-Majmii ..., Juz 22 hlm. 217:
Lihat juga, Abll Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqt, Ru "is..., hlm. 91.



Mekanisme bertaubat menurut Imam al-Nawawi dapat digambarkan di

dalam tabel berikut:'?

No Tahapan Taubat menurut Imam al-Nawaw1
1 Meninggalkan maksiat
2 Menyesal atas apa yang dilakukannya
3 | Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya

Menurut Imam al-Nawaw1, ketiga tahapan tersebut wajib dilakukan bagi
seseorang yang bertaubat. Jika tidak, maka taubatnya tidak dipandang sah.
Terkait dengan dalil yang digunakan Imam al-Nawawi dalam menetapkan
gugurnya had pencurian karena taubat mengacu pada QS. al-Ma’idah [5] ayat
38-39:
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu)
sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka
sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pendapat al-Nawaw1 di atas cenderung berbeda dengan pendapat yang
berkembang di dalam ulama al-Syafi’iyyah, yang menyebutkan taubat tidak
dapat menghapustkan had tindak pidana pencurian. Berdasarkan uraian di atas
menarik untuk ditelaah lebih jauh pendapat al-Nawaw1 tersebut dengan beberapa
alasan. Pertama, bahwa persoalan apakah taubat dapat menggugurkan had

pencurian atau tidak masih bersifat debatable, sehingga di sini penting untuk

"2Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumi’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqi, Riyad al-Salihin, (Bairut: al-
Maktab al-Islami, 1992), him. 47.



ditelaah lebih jauh pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, khususnya al-
Nawawl. Kedua, umum diketahui bahwa al-Nawaw1 merupakan termasuk ulama
yang berafiliasi ke dalam mazhab al-Syafi’t. Namun demikian, pendapat tentang
masalah taubat ini cenderung berbeda dengan pendapat kalangan ulama
Syafi’iyyah yang lainnya di mana pelaku tetap harus dijatuhi hukuman
meskipun ia sudah bertaubat.

Ketiga, bahwa suatu yang menarik ketika pendapat al-Nawawt ini dikaji
dalam basis pendapat ulama al-Syafi’iyyah yang berbeda tadi. Keempat, bahwa
pendapat al-Nawawi dalam konteks ini barangkali bisa menjadi acuan untuk
kemudian diterapkan di dalam penyelesaian kasus-kasus pencurian di tengah-
tengah masyarakat muslim. Kasus mencuri bisa saja diselesaikan secara damai
tanpa harus dituntut ke pengadilan, yaitu melalui jalan musyawarah secara
hukum adat. Pilihan ini boleh jadi menjadi penyelesaian yang tepat diambil oleh
perangkat hukum paling bawah, seperti keuchik atau perangkat kampung
lainnya. Di sini perlu ditambahkan bahwa kajian skripsi ini bukan difokuskan
pada kajian taubat yang larinya ke dalam kajian tasawwuf, namun lebih
menekankan pada kajian hukum pidana, berupa sebab gugurnya had pencurian
karena taubat.

Di sini perlu dilihat sejauh mana alasan-alasan hukum berikut dengan
dalil dan metode penalaran hukum yang ia gunakan dalam menetapkan
pendapatnya. Oleh sebab itu, pendapat al-Nawaw1 tersebut akan dikaji dengan
judul: “Taubat sebagai Penghapus Had Tindak Pidana Pencurian: Studi terhadap

Pendapat Imam al-NawawT”.

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari persoalan yang telah diuraikan terdahulu, maka terdapat
beberapa soal penting yang hendak didalami dalam kajian penelitian ini, dengan

pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:



1. Bagaimana pandangan Imam al-Nawaw1 tentang taubat pelaku pencuri dan
konsekuensi hukumnya?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbat yang digunakan Imam al-Nawawi

dalam menetapkan taubat sebagai penghapus /ad tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian
Terhadap rumusan masalah di atas, maka skripsi ini dikaji dengan
beberapa tujuan, yaitu:
1. Untuk mengetahui pandangan Imam al-Nawawi tentang taubat pelaku
pencuri dan konsekuensi hukumnya.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbat yang digunakan Imam al-
Nawawi dalam menetapkan taubat sebagai penghapus had tindak pidana

pencurian.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting. Istilah yang
dimaksud yaitu “taubat”, “had” dan istilah “pencurian”. Ketiga istilah tersebut
penting dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari serta
meminimalisir kekeliruan dalam memahami kedua istilah tersebut. Masing-
masing uraiannya dapat disajikan dalam poin-poin berikut:
1. Taubat

Secara bahasa, taubat berarti sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan
yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan
perbuatan. Dalam pengertian lain, taubat yaitu kembali kepada agama (jalan,
hal) yang benar, merasa tidak sanggup lagi, menyatakan rasa heran, kesal, atau

sebal, jera atau tidak akan berbuat lagi."” Kata taubat merupakan unsur serapan

,,,,,,

dari bahasa Arab, yaitu 4. Kata ini berasal dari kata <6, G35 433, Wa, artinya

BTim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 5, (Jakarta: Pustaka
Phoenix, 2010), hlm. 672.



bertaubat, bermaksud atau berjanji dan bersumpah untuk tidak mengerjakan,
atau menyesal.'*

Menurut istilah, taubat adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan
di masa lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan
bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa mendatang."” Dalam makna
lain, taubat merupakan istilah yang terbangun dari tiga sisi (variabel), yaitu
ilmu, keadaan, dan amal. [Imu merupakan yang pertama, keadaan merupakan
yang kedua, dan amal merupakan yang ketiga. Yang pertama (ilmu) akan
menghasilkan yang kedua (keadaan), yang kedua (keadaan) akan menghasilkan
yang ketiga (amal).'® Adapun yang dimaksud taubat dalam penelitian ini yaitu
suatu niat untuk tidak melakukan atau mengulangi suatu kejahatan, yaitu
kejahatan pencurian.
2. Had

Kata had berarti pencegahan. Al-Jaziri mengatakan, had diidentikkan
dengan hukuman yang ditetapkan oleh sumber syariat untuk pelaku kejahatan.'’
Hukuman #had ditetapkan kepada jarimah hudiid, seperti zina, pencurian,
meminum-minuman keras, dan jarimah hudiid lainnya. Dalam konteks skripsi
ini, yang dimaksud had adalah ketentuan hukuman yang ditetapkan bagi pelaku
pencurian.
3. Pencurian

Istilah “pencurian” diambil dari kata dasar curi, artinya mengambil milik
orang lain tanpa izin. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa bentukan
kata lainnya seperti mencuri-curi (melakukan sesuatu dengan sembunyi-

sembunyi supaya tidak diketahui orang), pencuri (orang yang mencuri atau

"AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,
2007), hlm. 141.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Madarij al-Salikin baina Mandzil Iyyaka Na bud wa Iyyaka
Nasta’in, Juz’ 1, (Mesir: Dar al-Hadis, 2005), hlm. 152.
' Abi Hamid al-Ghazali, Ihya’ ‘Uliim al-Din, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), hlm. 1336.

' Abdurrahman al-Juzairi, Figih Empat Mazhab, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid
Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14.



maling), pencurian (perkara atau perbuatan mencuri), dan kata curian
(pendapatan mencuri).'® Dari beberapa derivasi kata curi tersebut, kata yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pencurian. Dalam bahasa Arab, istilah
pencurian disebut dengan al-sarigah ‘&, artinya mencopet, merampok,
menjiplak, melakukan plagiat."”

Dalam makna lain, al-sarigah berarti i J& &6, yaitu mengambil harta

secara sembunyi-sembunyi.”’ Pengertian bahasa tersebut tampak sama seperti
makna istilah. Namun, pengertian pencurian secara istilah tampak lebih
sistematis, dan mencakup bagian-bagian yang berkenaan dengan nilai harta,
serta keadaan tempat dan letak harta yang dimaksud. Pengertian pencurian
secara istilah terdapat banyak pencurian, di antaranya menurut Ibn Rusyd.
Menurutnya, pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-
diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.”' Dalam pengertian lain,
Abdus Sami’ menyebutkan bahwa pencurian adalah mengambil harta yang
mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga
tanpa syubhat.”” Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa
pencurian yaitu satu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara

sembunyi-sembunyi, dan barang yang diambil telah mencapai nisab.

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu tentang taubatnya pelaku pencurian terbilang
cukup banyak, dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang
berbeda-beda, baik dalam kajian studi atas putusan hakim, studi pendapat tokoh

""Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 301.
Y AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus..., hlm. 628.

2Wahbah al-Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz),
Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294.

*'Ton Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, (Terj: Fuad Syaifudin
Nur), Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 852.

22Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Terj: Yasir
Magqosid), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016), him. 331.
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ulama, maupun studi lapangan atau kasus. Namun demikian, fokus yang diambil
pada kajian ini mengacu pada taubat sebagai penghapus had pencurian menurut
Imam al-Nawawi merupakan satu isu klasik, namun persoalan tersebut sejauh
ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hanya saja, ditemukan
beberapa kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya dapat
diuraikan di bawabh ini.
a. Artikel Ali Abubakar, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-
Raniry, Banda Aceh tahun 2015, dimuat dalam Jurnal “Madania” Vol.
19, No. 1, dengan judul: Rekonstruksi Posisi Pertaubatan dalam Hukum
Pidana Islam. Kesimpulannya bahwa pada dasarnya semua bentuk
kejahatan, pelanggaran, atau dosa memiliki sanksi, baik duniawi maupun
ukhrawi dan karena itu harus taubat. Ini juga terkait dengan tujuan
penghukuman dalam Islam yaitu keselamatan umat, baik dunia maupun
akhirat, pribadi maupun masyarakat. Dari kajian ayat-ayat Alquran dan
hadis menunjukkan bahwa taubat tetap menjadi wilayah yang sifatnya
sangat individual. Ia tidak akan mempengaruhi hukuman kecuali kalau
perbuatan seseorang sudah menyentuh kepentingan masyarakat dan
individu lain. Pengecualian untuk ini adalah delik hirabah yang tidak
terkait dengan kerugian pada orang lain karena ayat tentang ini demikian
jelas menyatakan bahwa taubat pelaku sebelum ditangkap dapat
menghapus hukuman. Namun demikian, untuk kasus ini masih terbuka
peluang diskusi lebih lanjut, karena sulit sekali membayangkan delik
hirabah tanpa unsur mengganggu kepentingan umum (misalnya untuk
jangka panjang) dan kepentingan pribadi. Di antara hal yang penting
diteliti lebih lanjut dari hukum taubat ini adalah kategori hak Allah dan
hak al-‘ibad atau hak al-insan. Dalam literatur hukum pidana Islam,
kategori ini masih belum mendapat tempat dan penjelasan yang
memadai. Ini perlu dikembangkan, misalnya ke kategori kepentingan

umum dan pribadi.
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b. Skripsi Zulkiram, mahasiswa Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2019
dengan judul: “Taubat sebagai Penghapus Had Zina: Studi terhadap
Pendapat Ibnu Taimiyah”. Hasil penelitiannya bahwa menurut Ibn
Taimiyah, pelaku zina yang bertaubat sebelum diadukan kepada pihak
penguasa, gugur had zina. Pelaku tidak mesti mengakui perbuatan
tersebut dan hal ini lebih baik baginya. Adapun pelaku zina yang
bertaubat setelah diadukan kepada penguasa, maka tidak gugur had zina.
pelaku tetap harus dihukum, taubatnya diterima di sisi Allah Swt.,
sementara hukuman had sebagai penyempurna taubatnya. Dalil yang
digunakan Ibn Taimiyah tentang gugurnya had zina karena taubat
mengacu pada ketentuan QS. al-Nisa’ ayat 16, QS. al-Maidah ayat 33-
34, QS. Taha ayat 121-122, dan hadis riwayat Abii Dawud tentang
penghu-kuman Maiz. Adapun metode istinbat yang ia gunakan
cenderung menggunakan penalaran bayani, yaitu melihat pada sisi dan
kaidah kebahasaan, hubungan umum dan khusus, sebab akibat, serta
pemahaman atas lafaz-lafaz Alquran.

c. Skripsi Mafidatus Sa’adah, mahasiswi Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun
2017 dengan judul: Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana
Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i. Hasil penelitiannya ada tiga.
Pertama, menurut Imam Malik, Taubat tidak bisa menghapus sanksi
pidana setelah diserahkan kepada Imam. Alasan yang dikemukakannya
ialah karena kedudukan hukuman ialah sebagai kifarat maksiat (penebus
kesalahan) sementara menurut Imam Syafi’l berpendapat bahwa taubat
bisa menghapuskan sanksi pidana baik sebelum diserahkan kepada Imam
ataupun sesudahnya. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa Q.S. Al-
Maidah (6): 33-34 telah menyatakan hapusnya hukuman hirabah karena
taubat, sedangkan hirabah adalah jarimah yang paling berbahaya. Kalau
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taubat dapat menghapuskan hukuman jarimah yang paling berbahaya,
maka lebih-lebih untuk jarimah-jarimah yang lain. Kedua, Faktor yang
melatarbelakangi adanya perbedaan pendapat tersebut adalah metode
istidlal yang digunakan oleh kedua tokoh dalam menyelesaikan sebuah
masalah. Imam Malik lebih banyak menggunakan sunnah daripada akal
sedangkan Imam Syafi’1 dikenal sebagai ulama yang moderat, meskipun
juga tampak fanatismenya terhadap sunnah yang berbahasa Arab. Ketiga,
istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Malik dalam menghukumi
taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana adalah menggunakan
metode al-maslahah al-mursalah sedangkan Imam Syafi’T menggunakan
metode giyas kemudian diaplikasikan dengan maslahah.

. Skripsi Atika, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun 2015 dengan judul:
Eksistensi Taubat & Syubhat dalam Pelaksanaan Hudid: Studi terhadap
Pandangan Imam Abu Hanifah. Hasil penelitian yaitu dalam pelaksanan
hudiid dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah
berdasarkan Alquran dan al-Hadits, kemudian dalam pembuktian Imam
Hanafi, alat bukti yang digunakan memiliki syarat-syarat yang sangat
ketat. Sehingga dalam pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada
pemerintah agar tidak main hakim sendiri. Taubat menurut Imam Abu
Hanafi yang dapat menggugurkan taubat hanya dalam hal had hirabah
(Perampokan), tidak berlaku pada had yang lain. Pandangan Imam Abu
Hanafi apabila pada hudiid terdapat unsur subhat. Maka, menurut Imam
Abu Hanafi tidak bisa dijatuhkan pada hudiid. Dan hal tersebut
dikembalikan ta’zir. Hudid dapat dilakukan jika didalamnya tidak
mengandung unsur-unsur syubhat.

. Skripsi Ali Mutowif, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2015, dengan
judul: Gugurnya Had Jarimah Pencurian sebab Taubat Perspektif
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Jamal al-Banna. Kesimpulannya adalah pemikiran Jamal al-Banna
tentang gugurnya had jarimah pencurian sebab taubat dalam konteks
pemikirannya harus dilakukan secara prosedural, dan memenuhi empat
syarat yaitu kebijakan penguasa, melihat konteks ruang dan waktu,
kriteria pencuri, barang yang dicuri. Dengan tanpa mencukupi syarat-
syarat tersebut Jamal menafikan landasan dasar pada surat al-Maidah
ayat 8 karena pembacaannya tentang ayat hukuman bagi perbuatan
pencurian Jamal memulai dengan redaksi kata al-sarig yang menurutnya
menjadi penyebab persoalan, kata al-sarig yang artinya pencuri laki-laki
dan al-sarigah artinya pencuri perempuan. Kedua kata ini merupakan
kata sifat, bukan kata benda. Jadi menurut Jamal sebuah sifat akan
menjadi label seseorang bila melakukannya secara berulang kali.
Sebenarnya Jamal sepakat dengan hukum yang ada pada ayat di atas
dengan catatan harus prosedural, yakni memenuhi syarat mulai dari segi:
kebijakan penguasa, konteks ruang dan waktu, kriteria pencuri, barang
yang dicuri. Pemikiran Jamal al-Banna tentang gugurnya had jarimah
pencurian sebab taubat disebabkan karena Jamal mewacanakan keadilan,
kemaslahatan dan hak asasi manusia sebagai isu kemanusiaan global
selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Menurut Jamal
taubat merupakan solusi dalam pencegahan hukuman potong tangan,
akan tetapi Jamal tidak mengeluarkan konsep taubat secara spesifik.
Penelitian ini mencoba memberikan tawaran konsep taubat untuk
menyempurnakan penelitian dan pemikiran Jamal al Banna, yaitu: (a)
Manajemen taubat, (b) Syarat taubat, (¢) Tahapan taubat.

. Skripsi yang ditulis Ahmad Arif Zunaidi, mahasiswa Fakultas
Ushuluddin dan Humaniora Unversitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
Semarang, tahun 2018 dengan judul: “Konsep Taubat dan
Implementasinya menurut Perspektif Imam Nawawi”. Menurut Imam

Nawawi, taubat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang berbuat
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dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, bahkan di antaranya
tidak hanya melakukan dosa kecil saja, melainkan juga dosa besar, ada
dosa batin dan juga ada dosa lahir. Imam Nawawi menerangkan bahwa
ada tiga macam syarat untuk bertauabat, yaitu: Pertama hendaklah
menghentikan seketika itu juga dari kemaksiatan yang dilakukan, kedua
ialah supaya menyesali kesalahannya kerana telah melakukan
kemaksiatan. dan yang terakhir adalah berniat tidak akan mengulangi
lagi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Jika salah satu dari
tiga syarat di atas tidak terpenuhi maka taubatnya menjadi tidak sah.
Ketika kemaksiatan itu ada hubungannya dengan sesama manusia (habl
min al-annds), maka syaratnya ada empat macam, yaitu tiga syarat yang
sudah tersebut di atas dan yang keempat ialah supaya melepaskan
tanggungan itu dari pihak yang bersangkutan, jika tanggungan itu berupa
harta, wajiblah mengembalikannya kepada yang berhak. Jika berupa
tuduhan zina, maka hendaklah mencabut tuduhan tadi dari orang yang
bersangkutan dan meminta maaf, jika merupakan pengumpatan, maka
hendaklah meminta maaf hingga orang yang bersangkutan memberi

maaf.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk
menen-tukan arahan suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu
penelitian, sedang-kan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai
berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan
penafsiran fakta-fakta.® Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara

dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin

“Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),
him. 13.
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yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik
pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (/ibrary research)
dengan metode kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan
narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian
kepustakaan dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan
taubat sebagai penghapus had pencurian menurut Imam al-Nawawi.
2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua
kategori, yaitu:
a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yag dapat dijadikan
jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang
dimaksudkan adalah buku-buku yang membahas tema taubat dan
pencurian dalam pendapat Imam al-Nawawi, yaitu: Ruis al-Masa’il wa
Tuhfah Tullab al-Fadd'’il, Raudah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin,
Minhaj al-Talibin, Minhdj al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin, al-Majmii’
Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi, dan kitab lainnya yang relevan dengan
penelitian ini.
b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas
tema taubat sebagai penghapus hukuman pencurian seperti karangan
Wahbah al-Zuhaili, “al-Figh al-Islami wa Adillatuh”, karangan Mardani,
Hukum Pidana Islam, karangan Mustofa Hasan dan Beni Ahmad
Saebani, Hukum Pidana Islam, dan beberapa literatur lainnya.
3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber
kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan
pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak

langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan
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pendapat Beni,”* bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat
digunakan dengan metode survey book atau library research, dengan langkah-
langkan sebagai berikut:
a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fugaha dan para pakar
hukum Islam terkait dengan tema taubat dan pencurian.
b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali
dalam penelitian ini.
4. Analisis Data
Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas,
kemudian dilakukan analisis dengan cara analisis-normatif, yaitu satu cara
analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori
terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai
berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Imam al-Nawawi dikaji
berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum

relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu
pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup.
Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan
dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat
diurai di bawabh ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin
penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang
mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan
dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir

tentang sistematika pembahasan.

**Beni Ahmad Saebani, Metode..., him. 158.
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Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang kajian umum
taubat dan pencurian, berisi penjelasan tentang pengertian pencurian, dasar
hukum larangan pencurian, tujuan penghukuman pencurian, konsep taubat,
terminologi taubat, dasar anjuran bertaubat, syarat-syarat taubat, taubat sebagai
penghapus /ad pencurian dalam tinjauan fikih.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus
masalah yang diangkat secara khusus dianalisa mengenai analisis pendapat
Imam al-Nawaw1 tentang taubat sebagai penghapus had tindak pidana
pencurian. Bab ini disusun atas pembahasan biografi Imam al-Nawawi,
pandangan Imam al-Nawawi tentang taubat pelaku pencuri dan konsekuensi
hukumnya, dalil dan metode istinbat yang digunakan Imam al-Nawawi dalam
menetapkan taubat sebagai penghapus fad tindak pidana pencurian, analisis
penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil dari analisa yang
telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin
yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin
penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu
pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumya. Adapun saran dikemukakan
dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak
terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi
penelitian, maupun dalam hubungannya dengan taubat sebagai penghapus
hukuman bagi pencuri yang diharapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan

temuan penelitian yang ada.



BAB DUA
KONSEP TAUBAT PELAKU PENCURIAN

A. Pengertian Pencurian

Istilah pencurian merupakan bentuk derivatif dari kata curi. Dalam
Kamus Bahasa Indonesia, kata curi bermakna perihal ataupun upaya mengambil
barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Kata curi membentuk
beberapa susunan kata lainnya, seperti mencuri (perbuatan atau tindakan
mencuri), pencuri (orang yang melakukan tindakan mencuri), curian (harta yang
menjadi objek yang dicuri), kecurian (perihal kehilangan harta benda karena
seseorang mencurinya), dan pencurian (proses atau keadaan atau hal mencuri).’
Dari beberapa bentukan kata curi tersebut, yang digunakan dalam pembahasan
ini adalah pencurian, yaitu perihal atau proses mencuri barang milik orang lain,
dilakukan dengan keadaan tertentu dan kriteria tertentu.

Menurut fikih,” istilah pencurian digunakan dengan istilah sarigah yang
diambil dari kata dasar saraqa-yasriqu-sarigatan. Secara lughah artinya
mencuri ataupun merampok.3 Ibn Arafah sebagaimana dikutip Hasan dan
Saebani, bahwa makna sarigah oleh orang-orang Arab adalah orang yang datang
dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang hak milik orang lain
untuk mengambil isinya.” Dari definisi tersebut, diketahui pencurian itu berbeda
dengan perampokan dan pencopetan sebagaimana yang diketahui saat ini.
Karena, pada praktik perampokan, pencopetan dan tindakan identik lainnya
dilakukan bukan dengan sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan dengan terang-

terangan.

"Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 301.
*Gibtiah, Fikih Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

3AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif,
2007), hlm. 628.

*Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka
Setia, 2013), him. 331.
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Menurut makna terminologi, cukup banyak rumusan pencurian, salah
satu yang paling umum dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, bahwa sarigah
merupakan tindakan akhuz mal khafiyyah, (mengambil barang secara sembunyi-
sembunyi).” Definisi lainnya dikemukakan oleh Ibn Rusyd. Menurutnya,
sariqgah adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam tanpa
adanya amanah untuk menguasainya.® Makna pencurian menurut Ibn Rusyd
cenderung masih sangat sederhana, sehingga memerlukan penjelasan lebih jauh.
Definisi tersebut tidak menerangkan secara lebih jauh tentang harta yang dicuri,
tidak pula dijelaskan terkait keadaan pencuri, apakah ia memenuhi syarat orang
yang mencuri atau justru tidak layak.

Mardani menyatakan bahwa pencurian ialah mengambil harta milik
orang dengan diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.” Untuk
melengkapi uraian ini, maka dikutip definisi yang dikemukakan olah
Abdurrahman al-Jaziri. Definisi yang dibubuhkannya cenderung cukup
komprehensif. Ini dapat dipahami dari kutipan berikut:
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Sariqgah adalah pengambilan (barang milik orang lain) yang dilakukan
oleh orang yang berakal dan baligh (mukallaf), yang mencapai nisab,
atau sesuatu yang nilainya mencapai nisab, dari tempat penyimpanannya
secara sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada
barang tersebut, tidak ada syubhat kepemilikan, tidak diamanatkan,
dilakukan secara suka rela bukan karena terpaksa, baik dia orang

*Wahbah al-Zuhaili, Figh al-Syafi’i al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul
Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294.

%Ton Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur),
Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 852.

"Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him.
63.
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muslim, zimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, orang merdeka atau
budak.”

Beberapa definisi di atas memberi penjelasan bahwa maksud pencurian
di dalam rumusan tersebut adalah pencurian yang dapat dikenakan hubungan
had, karena ada beberapa kriteria syarat yang dikemukakan, seperti sampai
nisab harta, dilakukan secara sembunyi oleh orang mukallaf. Definisi di atas
meskipun secara redaksional sudah cukup menyeluruh, tetapi beberapa frasa
yang dimuat di dalam rumusan di atas menjadi pembatas makna seperti frasa
“mencapai nisab” dan frasa lainnya. Frasa tersebut membatasi hanya sudah
mencapai nisab harta, sementara jika harta curian tidak mencapai nisab harta,
bukanlah yang dimaksudkan dalam pengertian di atas. Demikian pula pencurian
itu dilakukan dalam keadaan secara sembunyi-sembunyi, maka tidak disebut
pencurian jika tidak sembunyi-sembunyi seperti penyuapan, korupsi dan lain
sebagainya.” Karena penyuapan, korupsi dan lainnya seperti jambret, copet, dan
begal dilakukan tidak secara sembunyi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat sarikan kembali dalam
ulasan yang baru, bahwa pencurian atau sarigah secara umum bermakna
mencuri harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, baik harta itu banyak
atau sedikit. Secara khusus, maksud pencuruan atau sarigah di sini merupakan
suatu tindakan perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh orang
yang sudah layak dibebani hukum, berupa mengambil harta milik orang lain,
bukan harta subhat atau harta yang diamanahkan kepadanya, dan bukan pula
dilakukan secara pasaan, namun atas dasar suka rela, dan barang yang dicuri itu

mencapai satu nisab.

¥ Abdurrahman al-Juzairi, Figih Empat Mazhab, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid
Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

?Achmad Alj, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017), hlm. 243.
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B. Dasar Hukum Larangan Pencurian

Pencurian dalam Islam sangat dilarang, karena dampak bahayanya dapat
merugikan orang lain. Larangan pencurian tidak hanya didasari oleh dalil nagli
(Alquran dan hadis) semata, tetapi secara agli (logika), pencurian adalah
tindakan yang tidak layak, merugikan, tidak menghargai orang dengan harta
yang dimiliki, dan kerugian-kerugian lainnya. Dengan begitu, hanya dengan
alasan logis (aqli) saja sudah dapat dikatakan pencurian sebagai tindakan yang
tidak benar. Hukum Islam melarang sekaligus mengatur secara detail opsi yang
hendak diberikan pada para pencuri. Rujukan utama larangan pencurian
mengacu pada dalil Alquran dan hadis. Hanya saja, di sini penulis membaginya
ke dalam empat dasar hukum, yaitu Alquran, hadis, asar sahabat, dan ijmak
ulama. Tidak diragukan lagi, para ulama sebelum menetapkan hukum pencurian
ini telah melandasinya dengan dalil-dalil Alquran dan hadis, sehingga
kesepakatan ulama muncul, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah
ini.

Alquran menjadi sumber pokok umat Islam, termasuk sumber tentang
larangan bagi orang-orang untuk mengambil barang hak milik orang lain. Dasar
hukum yang familiar dan umum disebutkan dalam literatur fikih adalah QS. al-
Ma’idah [5] ayat 38. Ayat ini sebetulnya tidak bicara pada tataran larangan
mencuri, namun sudah masuk pada tahapan penghukuman bagi pelaku
pencurian. Bunyinya yaitu berikut ini:
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai bentuk) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan
dan sebagai siksaan dari Allah Swt. Dan Allah Swt Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana.

Ayat di atas diperkuat lagi keterangan Rasulullah Saw tentang hukuman

potong tangan juga diterapkan kepada anak apabila diketahui mencuri. Riwayat
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tersebut ditemukan dalam salah satunya riwayat Muslim dari Aisyah, bunyinya

yaitu sebagai berikut:
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Dari Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan
masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu
mereka berkata, Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini
kepada Rasulullah Saw? Maka mereka mengusulkan. Tidak ada yang
berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh
Rasulullah Saw. Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada
beliau, maka Rasulullah Saw bersabda: Apakah kamu hendak memberi
syafaat (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah? Kemudian
beliau berdiri dan berkhutbah, sabdanya: Wahai sekalian manusia, hanya
sanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika
orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak
menghukum), sementara jika orang-orang yang rendahan dari mereka
mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya
Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan
memotong tangannya. (HR. Muslim).

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, lafaz 3 pada hadis di atas merupakan
sebuah pemisalan bahwa orang yang dijatuhi hukum potong tangan bukan hanya
dari kalangan yang lemah saja, tetapi berlaku pula bagi orang-orang terpandang,
termasuk dalam hal ini adalah Fatimah as, anak Rasulullah saw.'' Jadi, hadis di
atas memberi informasi bahwa pencurian bagian dari sebuah kejahatan yang

patut dan layak dihukum. Penghukuman tersebut tidak hanya diberikan kepada

"°Imam Muslim al-Hajjaj al-Qusairi al-Nisabiiri, Sahih Muslim, (Riyadh: Bait al Afkar
al Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

"bn Hajar al-Asqalant, Fath al-Bari bi Syarh Sahth al-Bukhari, Juz’ 15, (Riyadh: Dar
Tayyibah, 2005), him. 567.
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pelaku pencurian yang justru dari kalangan bawah, miskin dan bukan orang
terpandang, tetapi hukuman wajib pula diterapkan kepada pelaku yang secara
status ekonomi terbilang sudah mapan, atau secara status sosial termasuk orang
terpandang dan berpengaruh dalam masyarakat.

Terkait dengan tafsir QS. al-Ma’idah [5] ayat 38 tersebut sebelumnya,
Ibn Jarir al-Tabarm menyebutkan perintah memotong tangan keduanya (laki-laki
atau perempuan yang mencuri) pada ayat tersebut adalah tangan sebelah kanan.
Ia menguatkannya dengan riwayat dari al-Suddi yang menyatakan maksud
memotong tangan adalah tangan sebelah kanan. Demikian pula dinyatakan di
dalam riwayat Sufyan, dari Jabir, dari Amir dan selainnya.'”> Dengan begitu,
pemotongan tangan sebagaimana perintah ayat di atas dilakukan bukan secara
sekaligus, tetapi didahului dengan tangan bagian kanan, kemudian jika kembali
mencuri dipotong di bagian lainnya.

Dalam tafsir Ibn Mas’tiid, merupakan salah satu tafsir paling awal
(setelah Tafsir Ibn Abbas) dalam sejarah ilmu tafsir, dinyatakan bahwa
pemotongan tangan pencuri sebagaimana perintah QS. al-Ma’idah [5] ayat 38 di
atas tidak berlaku kecuali nilainya 1 dinar atau 10 dirham."”> Mengenai nisab
barang curian ini, memang masih ditemukan beda pendapat ulama. Menurut
mazhab Hanafi, batas nisab barang curian minimal 1 dinar atau 10 dirtham atau
seharga salah satu dari keduanya.'’ Dalam mazhab Maliki, nisab pencurian
adalah 3 dirham, atau yang senilai dengan tiga dirham atau lebih.”” Menurut
mazhab Syafi’1, nisab barang curian minimal 4 dinar, adapun dalam mazhab

Hanbali, nilai minimalnya yaitu antara 4 dinar dan 3 dirham.'®

“bn Jarir al-Thabari, Tafsir al-Thabari, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp),
him. 863.

Muhammad Ahmad al-‘Ishawi, T afsir Ibn Mas 'ud, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam,
t. tp), him. 468.

"“Ibn Mazah al-Bukhari al-Hanafi, al-Muhit al-Burhani fi al-Figh al-Nu’mani Figh al-
Imam Abi Hanifah, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘IImiyyah, 2004), hlm. 511.

S Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh..., hlm. 267.
' Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh..., hlm. 269.



24

Abd al-Sam1’ menjelaskan dengan cukup baik mengenai latar belakang
perbedaan tersebut, yaitu sebab banyaknya riwayat atsar dari sahabat yang
memberi interpretasi hadis Rasulullah saw.'” Terlepas dari perbedaan pendapat
tersebut, poin inti yang dapat dipahami bahwa mengambil barang milik orang
lain dengan cara mencuri dilarang dalam Islam. Alquran telah memerintahkan
agar pelakunya dapat dihukum potong tangan. Pencurian merupakan bagian dari
mengambil hak orang lain secara batil. Larangan mengambil dan memakan hak
orang lain tersebut sudah dijelaskan lebih awal dalam QS. al-Nisa’ [4] ayat 29.
Ayat tersebut menjelaskan agar orang tidak memakan harta orang lain secara

batil atau secara zalim. Bunyi ayat yaitu berikut ini:

% =

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Penyayang
kepadamu.

Waj al-dilalah (sisi pendalilan) ayat tersebut berkenaan dengan harta
tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa
hak melalui pencurian, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi,
maupun penipuan dan lainnya yang dilarang dalam Islam.'® Al-Asyqar dalam
memberikan komentar ayat di atas menyatakan suatu kezaliman yang paling
besar ialah dengan memakan harta orang lain secara batil." Dengan begitu,
pencurian adalah salah satu tindakan memakan harta orang lain secara batil,

sehingga ia dilarang dalam agama.

Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab, (Terj: Yasir
Magqosid), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016), hlm. 333.

ISSayyid Quthb, Tafsir fi Zhilal al-Qur’an, (Terj: As’ad Yasin, dkk), Jilid 2, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2001), him. 343.

YUmar Sulaiman al-Asyqar, Surga dan Neraka, (t. terj), (Jakarta: Qisthi, 2019), him.
80.
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Selain Alquran dan hadis, dalil larangan pencurian juga merujuk pada
asar atau pendapat para sahabat. Term asar pada lughah berarti bekasan sesuatu
atau sisa sesuatu, bentuk jamaknya asa@r dan wusar. Menurut istilah, terdapat
ragam rumusan, namun yang paling umum bahwa asar adalah perbuatan para
sahabat.”” Dalam konteks hukum pencurian, tindakan para sahabat juga menjadi
dasar hukum larangannya. Dalam salah satu riwayat Malik, dinyatakan bahwa

Usman bin Affan pernah memotong tangan pencuri.

T ol A% B Clu_a )u,u s 52k 6;\ g.)fp L (,953

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar
dari Bapaknya dari 'Amrah binti Abdurrahman bahwa ada seorang
pencuri yang mencuri buah Utrujah (buah yang rasanya agak masam)
pada masa Utsman. Utsman lalu menyuruh untuk menghitung harganya.
Buah itu dihargai dengan tiga dirham dengan kurs dua belas dirham
seharga satu dinar, kemudian 'Utsman memotong tangannya. (HR.
Malik).

Riwayat di atas cukup tegas memberi informasi tindakan Usman (sahabat
Rasulullah Saw yang ketiga) juga menerapkan hukuman potong tangan langsung
kepada pelaku pencurian. Ini menandakan bahwa eksistensi hukum potong
tangan adalah bukan merupakan pilihan hukum, tetapi justru menjadi hukum
pokok bagi pencuri ketika telah memenuhi kualifikasi potong tangan, seperti
harta yang telah dicuri mencapai batas minimal nisab curian, pelakunya
dipandang berakal dan baligh, barang yang dicuri berada di tempat
persembunyian, atau tempat khusus disimpan harta, dan dilakukan secara
sembunyi-sembunyi. Ketika syarat tersebut sudah terpenuhi dengan sempurna,

pelaku secara hukum sudah dapat dijatuhi hukum potong tangan.

**Ma’shum Zein, llmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis
dan Musthalah Hadis, Cet. 2, (Y gyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), him. 12.

*'Malik bin Anas, al-Muwatta’, Juz 2, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997), him. 394-
395.
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Dalil larangan pencurian juga merujuk pada ijmak ulama. Istilah ijmak
merupakan kesepakatan para ulama dan kaum muslimin tentang satu masalah
hukum.” Di dalam kasus pencurian, ulama telah bersepakat bahwa pencurian
adalah satu tindakan yang diharamkan dan dengan itu pula ia dilarang. Ibn
Munzir dalam kitabnya al-[jma’ mengatakan, para ulama telah bersepakat
bahwa potong tangan ditetapkan kepada seseorang yang melakukan pencurian.”
Al-Muharib mengutip beberapa pendapat para ulama, di antaranya Ibn Jarir al-
Tabari, Ibn Abd al-Barr, al-Nawawi, Ibn Kasir, dan beberapa ulama yang
lainnya. Pada inti kesimpulannya, ulama sepakat mengharamkan pencurian,
mencuri salah satu perbuatan dosa besar, dan pelakunya bisa dijatuhi hukuman
potong tangan.24

Berdasarkan uraian di atas, dapat diulas kembali bahwa pencurian sudah
ditegaskan dalam Alquran dan hadis sebagai perbuatan yang terlarang. Kedua
dalil pokok tersebut kemudian dibuktikan dengan adanya sikap dan tindakan
para sahabat dalam memberikan hukuman kepada para pelaku pencurian, di
tambah para ulama secara keseluruhan bersepakat tentang keharamannya, dan
pencurian bagian dari perbuatan dosa besar atau al-kaba’ir. Dengan begitu,
cukup dipahami bahwa dasar hukum larangan pencurian dalam Islam mengacu
pada Alquran dan hadis sebagai dalil pokok, kemudian perbuatan para sahabat,

dan ijmak ulama dan kaum muslimin.

C. Tujuan dan Teori Pemidanaan Pelaku Pencurian dalam Hukum Pidana
Islam

Sebelumnya, telah disinggung hukuman atau ugithah pelaku pencuri
ialah harus dipotong tangan. Ketentuan hukum tersebut bagian dari pengamalan

QS. al-Mai’dah [5] ayat 38, dan beberapa riwayat hadis, asar dan ijmak ulama

*Abd al-Hayy ‘Abd al-‘Al, Pengantar Ushul Fikih, (Terj; Muhammad Misbah),
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 281.

ZIbn Munzir al-Naisabiri, al-Ijma’, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 67.

2 Abd al-*Aziz al-Muharib, Mausii'ah al-Ilima’ fi al-Figh al-Islamf, Juz’ 10, (Mesir: Dar
al-Huda al-Nabawi, 2014), hlm. 39-40.
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seperti telah dikutip terdahulu. Menghukum pelaku pencurian sebetulnya tidak
mudah untuk diterapkan, sebab Islam telah menetapkan batasan-batasan tertentu
menjadi syarat keberlakuannya, seperti telah sampai nisab harta curian (1 dinar
atau untuk saat ini berkisar 4,25 gram emas atau senilai Rp. 2.970.750),%
dilakukan secara sembunyi-sembunyi, harta yang dicuri harus dipastikan berada
di tempatnya yang khusus, dilakukan oleh orang yang layak dibebani hukum
(baligh dan berakal).*

Melihat syarat-syarat yang relatif begitu ketat, dapat diketahui bahwa
jenis hukum potong tangan yang diatur dalam Islam bukanlah hukuman
serampangan. Bahkan, penerapannya harus dilakukan oleh penguasa atau
hakim,27 tidak dengan main hakim sendiri. Jadi, tindak pencurian ini harus
meliputi sejumlah sifat yang terkait dengan pencuri, barang curian, korban, dan
cara mencuri yang terkandung dalam definisi pencurian itu sendiri. Apabila
salah satu sifatnya tidak terpenuhi dengan baik, maka tidak dinamakan
pencurian yang dihukum had.*® Hanya saja, ia harus dikenakan hukuman
ta’zir,”’ berupa hukuman yang menjadi kewenangan pemerintah untuk
menetapkannya.

Barangkali, mekanisme penerapan hukuman bagi pelaku pencurian
cukup menjadi sebuah alasan yang mapan kenapa Islam menerapkan hukum
potong tangan kepada pencuri. Hukum potong tangan di sini bagian dari
penghukuman yang harus didasarkan pada asas kehati-hatian, kepastian hukum

dan keadilan. Penghukuman pelaku pencurian bukan tanpa alasan dan tujuan.

*Harga 1 gram emas berkisar harga Rp. 699.000. Karena harga emas tidak stabil, maka
nilai harga emas memungkinkan mengalami perubahan dari hari ke hari.

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
hlm. 83.

*"Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 377.

*!Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Ringkasan Fikih: al-Mulakhkhash al-
Fighi, (t. terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Ibn Kasir, t. tp), hlm. 408.

»Abi al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah,
(Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 402.
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Hukuman potong tangan yang sangat berat itu memiliki tujuan umum maupun

khusus. Di bawah ini diulas dua poin penting baik tujuan penghukuman secara

umum mapun secara khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penghukuman bagi pelaku pencurian adalah upaya
agar menjadi alat kontrol sosial (a tool of social control). Para ahli
hukum menegakkan fungsi satu hukum adalah untuk bisa mengontrol
masyarakat di dalam bergaul dan bertindak. Rahardjo secara ringkas
mengatakan hukum sebagai kontrol sosial. Adanya a foo! of social
control atau pengendalian sosial untuk dapat mengatur perilaku sosial
masyarakat. Perilaku tersebut seperti meminimalisir kejahatan di tengah-
tengah masyarakat, salah satunya pencurian.’® Achmad Ali secara
singkat menyatakan adanya hukum sebagai alat pengendalian sosial.’’
Keterangan serupa dijelaskan Soerjono Soekanto, dikutip oleh Rianto,
bahwa hukum yang dibentuk oleh pembuat hukum dijadikan sebagai
sarana kontrol sosial, mempertahankan ketertiban yang sudah ada.”?

Beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa satu hukum
dibentuk untuk mengendalikan tingkah laku sosial masyarakat agar tetap
berjalan tertib, tidak ~melakukan penyimpangan dan kejahatan,
pelanggaran yang mengganggu stabilitas masyarakat. Untuk itu, pada
kasus penghukuman pelaku pencurian, juga dimaksudkan agar pelaku
dapat dikendalikan (control) dalam masyarakat (social) dan diharapkan

impact-nya mampu menertibkan masyarakat itu sendiri.

177.

*Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progressif, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), him.

3! Achmad Ali, Menguak..., hlm. 102-103.
*Rianto Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis, (Jakarta: Yayasan

Pustaka Obor Indonesia, 2012), him. 14.
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Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi, bahwa penghukuman
bagi satu tindak kejahatan—tidak terkecuali tindak pidana pencurian—
bertujuan untuk bisa mendatangkan kemaslahatan, atau dalam teori
hukum Islam disebut dengan term maslahah. Maslahah berarti manfaat,
terlepas dari kerusakan,”” kemanfaatan atau kebaikan.** Makna yang
paling umum bahwa maslahah merupakan menolak kerusakan dan
mengambil manfaat.”> Dengan begitu, kemaslahatan di sini berada pada
posisi yang sentral. Allah Swt menetapkan semua hukum yang ada di
dalam Islam, baik dalam kasus perkawinan hingga pidana merupakan
bagian dari upaya membentuk kemaslahatan hidup hamba, hal ini telah
banyak disinggung oleh ulama, dan pembahasannya masuk dalam teori
magqasid al-syari’ah.

Abli Zahrah dalam kitabnya Usil al-Figh. Di dalam satu
kesempatan ia menyebutkan bahwa datangnya syariat Islam ditetapkan
sebagai rahmat bagi manusia.”® Pada kesempatan yang lain, al-Khallaf
juga menyatakan bahwa tujuan umum syari’ (Allah) mensyariatkan
hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di
dalam kehidupan ini.*” Lebih awal lagi, al-Syatibi menyatakan ketetapan
hukum-hukum syariat dikembalikan kepada kemaslahatan hamba.*
Raghib al-SirjanT menyatakan bahwa Islam datang untuk menghadirkan

keseimbangan hak dan kewajiban antara pribadi dan masyarakat.

3Moh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi,
Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 117.

**Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017), hlm. 173-174.

*Yusuf al-Qaradhawi, Pengantar Politik Islam, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta:
Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

3*Muhammad Abu Zahrah, Usil al-Figh, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), him.
364.

*"Abd al-Wahhab Khallaf, 7lm Usil Figh, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah,
1947), hlm. 198.

¥Abi Ishaq al-Syatibi, al-Muwafagat fi Usal al-Syari’ah, (Bairut: Dar al-Kutb al-
‘Ilmiyyah, 2004), him. 220.



30

tujuannya ialah agar terwujudnya keseimbangan antara kepentingan
pribadi dan kemaslahatan umat.”

Ini membuktikan bahwa para ulama mengakui keberadaan hukum
yang ada dalam Islam dibangun karena ada tujuan kemaslahatan. Semua
aspek hukum, baik dalam ranah hukum keluarga, hingga pada hukum
pidana Islam, kesemuanya dikembalikan kepada kemaslahatan tidak
terkecuali dalam masalah penghukuman pelaku tindak pidana pencurian.
Dalam arti, hukuman potong tangan ditetapkan Alquran, hadis, pendapat
sahabat, dan ijmak ulama sebagaimana telah disinggung di awal, secara
keseluruhan ingin menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik
maslahat kepada pelaku, korban, dan masyarakat secara umum.

b. Tujuan Khusus

Penghukuman pencurian memiliki tujuan-tujuan tersendiri.
Amran Suadi mengulas minimal ada dua tujuan ditetapkannya hukum
pencurian dalam Islam, yaitu sebagai upaya menjaga harta (hifz al-mal).
Tujuan kedua bahwa jika kasus pencurian sudah dilakukan sedemikian
rupa menjadi suatu fenomena yang sudah mewabah dalam masyarakat,
maka akan mampu mengguncang tatanan ekonomi dan sosial secara luas
termasuk akan mengganggu ketenangan dan juga keamanan hidup.*

Harta sebagai salah satu penopang hidup manusia harus dijaga
sedemikian rupa. Harta menjadi bagian yang cukup penting dalam hidup
sebab kesempurnaan hidup tidak akan dapat dicapai kecuali dengan
dibekali harta. Pentingnya harta di dalam kehidupan sudah dicontohkan
oleh banyak pembesar Islam terdahulu.*’ Melalui harta, seseorang dapat

menyedekahkannya ke jalan kebaikan, dan fungsi harta lainnya. Dalam

*Raghib al-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, (Terj: Sonif, dkk),
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 63.

*0Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik..., hlm. 316.

*' Ahmad Fu’ad Basya, Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia, (Terj: Masturi Irham
dkk) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 83.
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pandangan Raghib al-Sirjani, menjaga kepemilikan harta dari tindakan

pencurian, perampokan adalah bagian dari upaya Islam menjaga hak

seseorang.*> Dengan begitu, tujuan khusus pemidanaan pelaku pencurian
ialah menjaga harta (hifz al-mal) dari tindakan kezaliman.

Dari sisi pelaku dan masyarakat, penghukuman pelaku pencurian
memiliki tujuan sebagai jawabir, yaitu untuk membalas perbuatan dosa
dan terlarang yang telah lakukan pencuri. Selain itu, fungsi lainnya
adalah sebagai zawdjir, yakni satu upaya agar pelaku tidak lagi berada
dalam kapasitasnya sebagai pelaku delik pidana. Untuk itu, dalam
konsep ini, tujuan penghukuman digunakan agar pelaku jera dan tidak
lagi mengulangi perbuatannya.” Terakhir adalah sebagai ta’dib, atau
pendidikan dan pengajaran baik bagi pelaku dan juga kepada masyarakat
luas. Menurut Izzuddin bin Abdussalam dalam Fauzi, bahwa zawdjir dan
Jjawabir berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana dan untuk
mencapai kemaslahatan.**

Berdasarkan beberapa tujuan umum dan tujuan Kkhusus dari
penghukuman pelaku pencurian di atas, dapat diolah kembali dalam beberapa
bagian: Pertama, penghukuman pelaku pencurian dengan mengamalkan
ketentuan QS. al-Mai’dah [5] ayat 38, dan beberapa riwayat hadis, asar dan
iyjmak ulama seperti telah dikutip terdahulu, memiliki tujuan untuk menolak
kemudaratan dan menarik kemanfaatan yang berujung pada kemaslahatan.
Kedua, penghukuman bagi pencuri bertujuan sebagai upaya menjaga harta atau
hifz al-mal. Ketiga, penghukuman bertujuan sebagai jawabir, zawdjir, dan
ta’dib. Konsep jawabir berarti menghukum pencuri dengan memotong tangan
(ketika syarat sudah terpenuhi) ataupun dengan hukuman ¢a ’zir (hukuman dari

penguasa ketika syarat untuk ditegakkan had tidak terpenuhi) di dalam kerangka

*Raghib al-Sirjani, Sumbangan..., hlm. 114.
3 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik..., hlm. 379.

*Fauzi, Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.
92.
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pembalasan atas dosa yang telah dilakukan. Tujuan lainnya adalah zawdjir,
dimaksudkan sebagai pencegahan agar pelaku tidak lagi mengulangi tindakan
serupa (efek jera) atau tindakan kejahatan lainnya. Kemudian dengan tujuan
ta’dib berupa pendidikan kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan
kejahatan serupa dan kejahatan lainnya.

Teori pemidanaan pelaku pencurian tidak dapat dipisahkan dari teori
yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana. Biasanya, teori pemidanaan
berkaitan dengan cara menghukum pelaku dan unsur tindak pidana pencurian
yang dapat diancam dengan hukuman potong tangan. dalam hukum pidana
Islam, ada tiga unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun syar’i (unsur formil), yaitu adanya nash atau dalil tentang hukum
pencurian. Dalam konteks ini, rukun syar i telah terpenuhi karena hukum
dan larangan pencurian telah disebutkan di dalam Alquran dan hadis,
yaitu QS. al-Ma’idah [5] ayat 38, QS. al-Nisa’ [4] ayat 29, HR. Muslim,
dan HR. Al-Nasa’1 sebagaimana telah dikutip pada sub bahasan dasar
hukum larangan pencurian.

b. Rukun madani (unsur materil), adanya perbuatan tindak pidana.
Tindakan atau perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai pencurian
ketika pelaku melakukannya secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-
terangan.

c. Rukun adabi (unsur moril), yaitu berkenaan dengan kondisi pelaku yang
secara hukum sudah mampu dibebani hukum, yaitu bagi laki-laki sudah
baligh berupa mimpi basah, dan bagi perempuan sudah baligh berupa
telah haid. Kemudian, antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh
dapat dijatuhkan hukuman ketika ia berakal. Dalam konteks hukum
Islam dapat disebut sebagai mukallaf™®

*“Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him.
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Ketika tiga unsur tersebut sudah terpenuhi dengan baik dan sempurna,
maka pelaku pencurian dapat diancamkan hukuman potong tangan sebagaimana
disebutkan dalam QS. al-Ma’idah [5] ayat 38. Baik laki-laki maupun perempuan
yang melakukan tindakan mengambil harta di tempat terang-terangan, atau harta
yang diambil bukan di tempat persembunyiannya, maka tindakan semacam ini
tidak memungkinkan pelaku untuk dipidana sebagaimana amanah QS. al-
Ma’idah [5] ayat 38. Dengan begitu, teori pemidanaan pelaku pencurian dalam
teori hukum Islam menyangkut pemenuhan unsur-unsur pidana pencurian itu
sendiri. Pelaku yang telah memenuhi unsur pencurian, maka ia wajib dikenakan

hukuman /ad berupa potong tangan.

D. Konsep Taubat Pencurian
1. Terminologi Taubat

Terminologi taubat sebetulnya bukanlah kata baku asli Indonesia, namun
kata ini diserap dari bahasa Arab, yaitu tawbah. Munawwir dan Fairuz
memaknai istilah tawbah sebagai bertaubat, bermaksud atau berjanji dan
bersumpah untuk tidak mengerjakan, atau menyesal. Asal katanya diambil dari
kata taba, tawban, tawbatan, mataban.*® Selanjutnya, kata tawbah diserap
dalam bahasa Indonesia dengan istilah “taubat”. Menurut Kamus Bahasa
Indonesia, taubat berarti sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang
salah, jahat, kemudian berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan
tersebut. Taubat juga berarti kembali kepada agama jalan atau hal yang benar,
atau merasa tidak sanggup lagi.47

Dalam makna terminologi, terdapat cukup banyak rumusan taubat yang
dikemukakan oleh para ahli, baik klasik maupun kontemporer. Al-Sya’rawi

telah menelusuri beberapa definisi taubat secara istilah, di antaranya bahwa

4 AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus..., hlm. 141.
*"Tim Redaksi, Kamus..., him. 1534.
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taubat ialah penyesalan.*® Makna ini barangkali sesuai dengan salah satu riwayat

Ibn Majah berikut ini:
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Dari Ibnu Ma’qil dia berkata; saya bersama ayahku menemui Abdullah,
maka saya mendengar dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: Penyesalan
adalah bentuk taubat. Maka ayahku bertanya kepadanya: Apakah kamu
mendengarnya dari Rasulullah Saw bahwa penyesalan adalah taubat? dia
menjawab: Ya. (HR. Ibn Majah).

Makna kedua adalah tekat untuk tidak mengulanginya lagi, makna yang
ketiga adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Tiga definisi tersebut yang
cukup umum digambarkan para ulama. Bahkan dalam periode berikutnya, tiga
definisi tersebut digabung menjadi satu rumusan baru, dan dalam pandangan Al-
Sya’rawi, gabungan dari beberapa definisi itu yang paling sempurna. Menurut
al-Sya’rawl sendiri, taubat ialah kemauan meninggalkan dosa yang telah
dilakukan, baik secara hakiki maupun fagdiri, hanya demi Allah Swt.”® Dalam
pengertian al-Bayaniini, taubat adalah kembali menarik diri dari sifat-sifat
tercela menurut kaca mata syariat, menuju sifat-sifat terpuji.’’

Beberapa definisi di atas memberi gambaran bahwa taubat ialah
akumulasi dari penyesalan terhadap suatu perbuatan, niat untuk tidak
mengulanginya lagi, dan menjauhi diri dari melakukan perbuatan dosa yang
lainnya. Adapun definisi taubat yang berkembang dan termasuk paling awal

adalah yang dikemukakan oleh Abt Hamid al-Ghazali, merupakan tokoh ulama

*Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Taubat, (Terj: Jumadi Dunardi), (Depok: Qultum
Media, 2006), him. ix-x.

*Ibn Majah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1999),
hlm. 498.
S®Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Taubat..., him. ix-x.

*! Ahmad Izzuddin al-Bayanuni, Taubat, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Solo: Pustaka
Arafah, 2005), hlm. 25.
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kalangan Syafi’iyyah yang terbilang cukup concern menulis dan menganalisa

tentang konsep diri. Salah satu dari sekian banyak magmun-oppus (karya

besarnya) adalah 7hya’ ‘Uliimuddin. Di dalam kitab ini, ia menjelaskan taubat ke

dalam beberapa variabel pembentuknya. Uraian taubat menurutnya dapat

dipahami dalam kutipan berikut:
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(Taubat merupakan) ibarat atau istilah yang terbagun dari tiga tingkatan
(variabel), yaitu ilmu, keadaan, dan amal. [lmu merupakan yang pertama,
keadaan merupakan yang kedua, dan amal merupakan yang ketiga. Yang
pertama (ilmu) akan menghasilkan yang kedua (keadaan), yang kedua
(keadaan) akan menghasilkan yang ketiga (amal). Semua merupakan
sunnatullah yang tidak bisa diubah.

Selain definisi di atas, paling populer juga definisi yang dikemukakan

oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, merupakan salah seorang ulama kalangan

Hanabilah. Menurutnya, hakikat taubat adalah:
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Hakikat taubat adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa
lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan
bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa mendatang.

Dari definisi Ibn Qayyim tersebut, dapat diketahui adanya tiga unsur

yang harus dipenuhi dalam taubat, yaitu penyesalan, membebaskan dari dosa

seketika itu, dan tidak mengulanginya lagi. Tiga syarat ini harus berkumpul

>2 Abi Hamid al-Ghazali, Ihya’ ‘Uliimuddin, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005), hlm. 1336.
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Madarij al-Salikin baina Manazil Iyyaka Na bud wa Iyyaka

Nasta’in, Juz 1, (Mesir: Dar al-Hadis, 2005), hlm. 152.
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menjadi satu pada saat bertaubat. Pada saat itulah dia akan kembali kepada
ubudiyah, dan inilah yang disebut hakikat taubat.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disarikan dalam ulasan baru
bahwa taubat adalah kombinasi antara niat, sikap, berikut dengan tindakan atas
suatu perbuatan dosa. Tiga kombinasi tersebut menghasilkan rumusan satu sikap
penyesalan yang berasal dari lubuk hati paling dalam terhadap suatau tindakan
dosa atau kejahatan yang sudah diperbuat sebelumnya, sembari berniat, bertekat,
dan berupaya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan perbuatan dosa

lainnya.

2. Syarat-Syarat Taubat Pencurian

Bertaubat adalah perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam, baik
pelaku taubat seorang muslim untuk tidak berbuat maksiat dan dosa, maupun
non-muslim untuk kembali kepada agama Islam dan berniat untuk bisa
menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Imam al-Nawawi
menyebutkan taubat adalah wajib dilakukan bagi orang yang melakukan dosa.>
Begitu pentingnya taubat dalam kehidupan, Alquran sendiri menyebutkan
banyak sekali lafaz taubat di dalamnya berikut dengan derivasinya. Dalam kitab:
“al-Mu’jam al-Mufahras i al-Faz al-Qur’an al-Karim”, Abd al-Baqi
menyebutkan ada 6 lafaz taubat (55 atau “5V) disebutkan dalam Alquran.
Namun demikian, ragam derivasinya ditemukan ada 81 lafaz.>®

Keseluruhan lafaz-lafaz  tersebut pada kebanyakan ayat-Nya
menyebutkan tentang anjuran bertaubat. Dengan begitu, Alquran sendiri sangat

menganjurkan bagi seorang muslim untuk bertaubat, bahkan Allah Swt gembira

*Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Madarij..., him. 152.
55Syarf al-Nawaw1, Riyad al-Salihin, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1992), him. 46.

*Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur’an al-
Karim, (Mesir: Dar al-Hadis, 1364 H), him. 156-158.
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kepada hamba yang bertobat dari dosanya.”’ Bertaubat sebagaimana yang
dianjurkan Allah Swt harus memenuhi beberapa syarat. Syarat taubat menurut
Ibn Qayyim al-Jauziyyah ada tiga, yaitu menyesal atas apa yang dilakukannya,
meninggalkan maksiat, dan berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-
lamanya.”® Demikian juga Imam al-Nawawi, menyatakan ada tiga syarat taubat,
meninggalkan maksiat, menyesal atas apa yang dilakukannya, berjanji untuk
tidak kembali mengulangi selama-lamanya.>

Tiga komponen syarat taubat di atas hanya berlaku ketika suatu dosa itu
berhubungan dengan hak Allah Swt. Sementara, jika perbuatan dosa
menyangkut hak-hak manusia seperti mencuri barang milik orang lain, maka
terdapat syarat tambahan lain berupa permintaan maaf bagi korbanya dan
mengembalikan hak-hak korban. Al-Sya’rawi mengemukakan, bahwa jika
kesalahan menyentuh hak manusia, maka dianjurkan untuk meminta maaf
kepada orang lain, namun apabila tidak memungkinkan, juga dikhawatirkan
timbul fitnah yang lebih besar, seperti terbukanya aib, maka cukup dengan
meminta ampunan kepada Allah Swt., dan meminta ampunan agar orang tempat
berbuat salah diampuni oleh Allah Sw.®* Menarik untuk dikutip salah satu
pernyataan al-Sya’rawt dalam hubungan dengan tata cara bertaubat bagi pelaku
pencurian:

Sesuai dengan ayat 38-39 surat al-Mai’idah ini, Allah Swt membuka
pintu taubat agar menjadi rahmat bagi masyarakat. tobat yang diterima
bukan hanya dengan ucapan dan janji, tetapi dengan niat untuk tidak
mengulangi perbuatannya dan memperbaiki akibat kejahatannya.
Memperbaiki satu kejahatan dalam hal pencurian ialah dengan
mengembalikan barang yang dicuri kepada pemilik yang sah dan
meminta maaf kepadanya. Menjadi kewajiban bagi yang menerima

>'Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Kunci Kebahagiaan, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
(Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), him. 28-29.

**Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Madarij..., hlm. 152.
*Syarf al-Nawawi, Riydd..., hlm. 47.
Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Taubat..., him. 35-38.
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kembali barangnya untuk memberi maaf dan menghilangkan dendam
dari hatinya.®'

Dalam kasus taubat pelaku pencurian ini, terdapat dua kondisi umum
yang dimungkinkan terjadi. Dua kondisi taubatnya pelaku pencurian tersebut
dapat disarikan dalam dua ulasan berikut ini:

a. Apabila harta curian masih ada, sementara pemilik harta sudah tidak ada
lagi, atau sudah meninggal, maka caranya adalah dengan mengembalikan
kepada ahli waris pelaku. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa
jika seseorang menerima harta melalui jalur yang tidak dibenarkan oleh
syarak, lalu orang itu hendak berlepas diri dari harta tersebut, apabila
harta yang berada padanya telah diambilnya tanpa keridhaan si pemilik
harta, dan dia tidak menunaikan gantinya, maka dia harus
mengembalikan  harta  tersebut. Jika  tidak = memungkinkan
pengembaliannya, dia membayarkan hutang si pemilik harta tersebut
yang diketahuinya, dan jika hal itu juga tidak memungkinkan, maka dia
mengembalikannya kepada ahli warisnya. Apabila hal itu tidak pula
memungkinkan, maka dia dapat bersedekah dengan harta tersebut atas
nama si pemiliknya. Apabila si pemilik harta telah memilih pahalanya
pada hari kiamat, maka pahala tersebut baginya. Tetapi jika dia menolak
kecuali mengambil amal kebaikan orang yang mengambil hartanya,
maka orang yang mengambil akan menunaikannya dari amal
kebaikannya senilai harga tersebut, sedangkan pahala sedekah akan jatuh
kepadanya.®®

b. Apabila harta curian masih ada, dan pemilik harta juga masih hidup,
maka pelaku wajib mengembalikan harta curian itu kepada pelaku dan

meminta maaf pada korban terhadap kesalahannya. Di sini, pemilik

"Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Anda Bertanya Islam Menjawab, (Terj: Abu
Abdillah al-Mansur), (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 264.

“Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zadul Maad: Bekal Perjalanan Akhirat, (Terj: Masturi
Irham dkk), Jilid 7, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 429-430.
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ataupun korban harus memaafkan kepada pelaku dan tidak mengadukan

kepada penguasa. Jika tidak dimaafkan, maka ia berhak mengadukannya

kepada penguasa dan si pelaku dapat dijatuhi hukuman had.

Beberapa komentar ulama di atas memberi petunjuk bahwa syarat taubat
dapat dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama, yaitu berhubungan dengan
taubatnya seseorang terhadap kemaksiatan yang melanggar hak Allah Swt.
Syarat taubatnya ada tiga. (1), menyesal atas perbuatan dosa yang sudah
dilakukan, (2) meninggalkan maksiat, dan (3) berjanji untuk tidak kembali
mengulangi selama-lamanya. Bagian kedua, yaitu berhubungan dengan
taubatnya seseorang terhadap pelanggaran hak-hak manusia seperti kasus
pencurian. Syaratnya ada lima, tiga di antaranya sama dengan syarat atas
pelanggaran hak Allah Swt sebelumnya, ditambah dengan meminta maaf kepada
orangnya (tempat berbuat salah), dan mengembalikan hak-hak yang sudah

dirampas darinya.

E. Taubat sebagai Penghapus Had Pencurian dalam Tinjauan Fikih
Pencurian adalah salah satu kejahatan menyinggung hak manusia (kaqq
al-adami) sekaligus hak Allah di dalamnya.63 Sebab di dalam pencurian ada
perbuatan merampas hak orang lain tanpa hak, dan dengan sendirinya
merugikan pihak lain. Di bagian ini, pelaku yang memenuhi syarat untuk
dijatuhi hukuman had potong tangan (QS. al-Ma’idah [5] ayat 38) seperti telah
sampai nisab, harta curian tersebut diambil di tempat penyimpanan harta,
dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan pelakunya sudah layak dibebani
hukum, maka wajib untuk dijatuhi hukuman potong tangan. Hanya saja, Hukum
Islam memberlakukan /ad potong tangan cenderung tidak kaku dan memberi

kelonggaran, berupa pelaku pencurian bisa saja tidak dihukum, atau gugur had-

$Wahbah al-Zuhaili, al-Figh..., Jilid 7, hlm. 322.
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nya karena beberapa sebab, seperti tidak terpenuhi syarat-syarat yang memadai,
atau boleh jadi karena taubat yang sudah ia lakukan.
Petunjuk bahwa pelaku pencurian dapat melakukan taubat mengacu pada

QS. al-Ma’idah [5] ayat 39:
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Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah
melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya
Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (QS. al-Ma’idah [5]: 39).

Ayat di atas merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang
hukuman potong tangan bagi pencuri. Imam al-Suylitt menyinggung ayat di atas
turun pada masa Rasulullah Saw, ada seorang wanita kedapatan mencuri dan
tangan sebelah kanannya dipotong. Kemudian perempuan itu bertanya kepada
Rasulullah tentang kemungkinannya untuk bertaubat maka Allah Swt
menurutkan ayat di atas.* Ayat tersebut menandakan pencuri atau perampok
sekalipun diberi peluang untuk bisa bertaubat dan menjadi lebih baik ke
depannya.

Menurut Ibn Jarir al-Tabari,” maksud taubat pada QS. al-Ma’idah [5]
ayat 39 yaitu orang-orang yang mencuri yang kembali ke jalan Allah Swt dari
dosa dan perbuatan maksiatnya, dan kembali taat setelah berbuat zalim.
Komentarnya yang lain bahwa maksud bertaubat di dalam ayat di atas bahwa
Allah Swt akan menerima taubat pencuri setelah hukuman sudah dijatuhkan
kepadanya.®® Hal ini menandakan bahwa taubat pelaku pencurian diterima oleh
Allah Swt sesudah hukuman dijatuhkan kepadanya. Dalam komentar lain, al-
Qurtubt cenderung satu arah dengan al-Tabari. Menurutnya, maksud bertaubat

pada ayat di atas yaitu satu sisi Allah Swt menerima taubat pelaku. Namun,

%4 Jalaluddin al-Suyuthi, Sebab Turunnya Ayat Alquran, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet.
10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), him. 224.

%Ibn Jarir al-Thabari, Tafsir..., Jilid 8, hlm. 863.
%Ibn Jarir al-Thabari, Tafsir..., Jilid 8, hlm. 863.



41

pemotongan tangan tidak bisa gugur hanya karena orang yang melakukan
pencurian itu telah melakukan taubat dan menyesalinya.®’

Minimal, dari dua tafsir tersebut di atas, diketahui bahwa bertaubat bisa
menjadi jalan bagi pelaku pencurian untuk menebus dosanya kepada Allah Swt.
Terkait soal gugur tidaknya hukuman potong tangan, keterangan al-TabarT dan
al-Qurtubt sebelumnya tampak diarahkan pada pencuri yang sudah dilaporkan
pada pemerintah atau hakim. Karena, bagi pelaku yang sudah ditangani
penguasa maka hukumannya tetap wajib dijatuhkan. Kecuali pelaku yang
bertaubat itu belum sampai ke tangan pemimpin atau hakim. Kasus taubatnya
pelaku sebelum sampai kepada hakim dapat penulis gambarkan dalam satu

ulasan riwayat berikut ini:
G Vi ALy g S es OBl ) o cads O 84 5hs Gy I
W el o 2 o SN 4 3 05 JUS Ok o &

Telah menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Rabi’ah bin Abi Abd Al-
Rahman bahwa Zubair Bin Awwam berjumpa dengan seorang lelaki
yang telah menangkap pencuri dan ia hendak membawanya kepada
penguasa. Kemudian Zubair memohon agar ia dimaafkan, agar ia bisa
membebaskan nya. Lelaki tersebut pun berkata: “Tidak, hingga aku
sampaikan (perihal) nya kepada Sultan”. Maka Zubair berkata: “Bila
engkau sampaikan ia kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang
yang memintakan syafa’at (yang memediasi agar si pelaku dibebaskan)
dan orang yang menerima syafa’at (yang meloloskan permohonan
tersebut).

Dalam riwayat al-Nasa’i disebutkan salah satu hadis dari Hilal bin Ulla

sebagai berikut:
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57 Abi Bakar al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, (t. terj), Juz 6 (Jakarta: Pustaka Azzam,
2009), hlm. 417.

% Imam Malik bin Anas, Al-Muwatta’, (Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1992), hlm. 446-447.
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Telah mengabarkan kepada kami Hilal bin al-Ala’, telah menceritakan
kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’, dari
Sa’id, dari Qatadah, dari Atha’, dari Shafwan bin Umayyah bahwa
seorang laki-laki telah mencuri selendangnya, kemudian dia melaporkan
kepada Nabi Saw lalu beliau memerintahkannya untuk memotong
tangannya. Kemudian Shafwan berkata: Wahai Rasulullah Saw saya
telah memaafkan nya. Maka Rasulullah Saw bersabda: Wahai Abu
Wahb, Kenapa engkau tidak mengatakannya sebelum engkau datang

kepada kami? kemudian Rasulullah Saw memotong tangannya. (HR. Al-
Nasa’1).

Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa perintah untuk membebaskan
hukuman had di antara kaum muslimin dan tidak perlu mengangkat masalahnya
pada Rasulullah Saw. Adapun perihal hukum had yang sampai pada Rasulullah
Saw, maka itu harus dilaksanakan. Maksudnya bila perkara hudid telah
diangkat kepada penguasa, maka itu harus ditegakkan.

Ulasan beberapa riwayat di atas merupakan gambaran kondisi pelaku
yang bertaubat sebelum sampai kepada hakim ataupun penguasa. Dalam
gambaran ilustrasi kasus, ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapinya
dalam dua sudut pandang. Ada sebagian ulama menyebut hukum potong tangan
tetap wajib dilaksanakan. Pendapat tersebut dipegang oleh jumhur ulama selain
kalangan Hanabillah. Alasan mereka bahwa hukuman had pada umumnya tidak
bisa gugur dan tidak terhapus karena taubat.”® Sedang ulama lainnya
berpendapat hukuman had potong tangan bisa gugur hanya dengan taubatnya
pelaku.

Pendapat gugurnya hadd pencurian diambil oleh kalangan Hanabillah.
Mengikuti arah pendapat kedua ini, pelaku bisa saja digugurkan hukumannya

setelah taubat yang ia lakukan. Selain itu, harus pula mendapat pemaafan dari

%Abl ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Nasa’i, Sunan al-Nasa'r,
(Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hlm. 503.
"*Wahbah al-Zuhaili, al-Figh..., Jilid 7, hlm. 246.
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pihak korbannya. Sebab, tidak mungkin pelaku dapat bebas begitu saja jika
korban masih belum bisa memaafkan perbuatannya, meskipun sebagian atau
seluruh hartanya sudah dikembalikan kepadanya.”' Dengan begitu, syarat taubat
pelaku pencurian adalah menyesal atau tindakannya, dan meninggalkan maksiat
pencurian, berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya, harus ada
permintaan maaf dari pelaku kepada korban, dan mengembalikan hak-hak yang
sudah dirampas darinya.

Oleh sebab itu, poin inti pada pendapat yang kedua ini adalah taubatnya
pelaku harus belum sampai kepada hakim, dan harus ada pemaafan dari korban,
sebab jika tidak ada peluang baginya untuk melaporkan ke hakim untuk

kemudian diproses lebih lanjut.

""Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum..., hlm. 306.



BAB TIGA
ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-NAWAWI TENTANG
TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS HAD
TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Biografi Imam al-Nawaw1

Nama lengkap Imam al-Nawawi adalah Abii Zakariyya Muhyiddin
Yahya bin Syarf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Juma’ah
bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasqu.1 Sebutan Abu Zakariyya merupakan kunyah
beliau dan bukan berarti beliau mempunyai anak Zakariyya karena sepanjang
hidupnya Imam al-Nawawi belum pernah menikah.” Sebutan ini oleh ulama
menganggap sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam al-
Nawaw1l sendiri di dalam al-Majmii’, bahwa disunnahkan memberikan
panggilan kunyah kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum lelaki maupun
perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan
anaknya sendiri ataupun anak orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah
bagi seorang lelaki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi seorang
perempuan.’ Penunjukan kunyah ini juga pernah disinggung Ibn Qayyim al-
Jauziyaah di dalam kitabnya, bahwa membuat kumyah sendiri merupakan
sebagai salah satu bentuk kebanggaan dan penghormatan bagi orang yang diberi
kunyah.*

Sebab Imam al-Nawaw1 dijuluki Abli Zakariyya karena namanya adalah
Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abii Zakariyya kepada

orang yang namanya Yahya karena ingin meniru Nabi Yahya as dan ayahnya,

'Abd al-Ghani al-Daqar, al-Imam al-Nawawr, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), him.
20.

*Teuku Khairul Fazli, Imam Nawawi VS Imam Syafi’i, (Jakarta: Rumah Fiqih
Publishing, 2018), him. 11.

Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Terj: Masturi Irham & Asmu’i
Taman), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 756.

*Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Kado Menyambut Buah Hati, (Terj: Mahfud Hidayat), Cet.
2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 218-219.
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Zakariyya as, sebagaimana juga seseorang yang namanya Y usuf dijuluki Abi
Ya’qub, orang yang namanya Ibrahim dijuluki Abi Ishaq dan orang yang
namanya Umar akan dijuluki Abii Hafs. Adapun gelar Imam al-Nawaw1 adalah
Muhyiddin. Namun ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Hal ini sesuai
dengan keterangan al-Lakhmi bahwa Imam al-Nawawi tidak senang dengan
julukan Muhyiddin yang diberikan orang kepadanya.’

Imam al-Nawaw1 dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa,
sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota
Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan
ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-
anak) dan ia hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. Ketika berumur
sepuluh tahun, Syaikh Yasin bin Yusuf al-Zarkasyl melihatnya dipaksa bermain
oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis
karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan
menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa
memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam.

Imam al-Nawaw1 tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian
pada tahun 649 H Imam al-Nawawi memulai menuntut ilmu ke Damaskus
dengan menghadiri halaqah-halagah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota
tersebut. Imam al-Nawaw1 tinggal di Madrasah al-Rawahiyyah dekat Jami’ Al-
Umawiy. Pada tahun 651 H, Imam al-Nawaw1 menunaikan ibadah haji bersama
ayahnya, kemudian pergi ke Madinah dan menetap di sana selama satu setengah
bulan lalu kembali ke Damaskus. Pada tahun 665 H, Imam al-Nawaw1 mengajar
di Darul Hadis Al-Asyrafiyyah (Damaskus) dan menolak untuk mengambil gaji.

Sebagai seorang ulama besar, Imam al-Nawaw1 terkenal sebagai seorang
ulama yang zuhud, wara’, bertaqwa, sederhana, gana’ah dan berwibawa. Beliau

menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam

>Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama..., hlm. 756.
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untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma 'riif nahi munkar,
termasuk pada para penguasa, seperti menulis surat kepada penguasa.

Ada banyak gugur-guru Imam al-Nawaw1, baik guru dalam bidang fikih,
hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Berikut ini, disajikan guru Imam al-
Nawawi berdasarkan keilmuan yang dimilikinya:°

a. Dalam bidang fikih, Imam al-Nawaw1 berguru kepada Abi Ibrahim Ishaq
bin Ahmad bin Usman al-Maghribi al-Maqdisi, Imam Abii Muhammad
Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad, dan Imam Abu Hasan Salar bin
Hasan.

b. Dalam bidang ilmu tarigat Imam al-Nawaw1 berguru kepada Syaikh al-
Marakasyi.’

c. Dalam bidang ilmu hadis, Imam al-Nawaw1 berguru kepada Ab1 Ishaq
Ibrahtm bin Isa Muradi Andalist al-Syafi’1, Zain Ab1 Buga Khalid bin
Yisuf bin Sa’d Nablusi, Ali Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ahamd bin
Fadl al-Wasithi, Abi Abbas Ahmad bin Dhaim Mugaddisi, Abi
Muhammad Abdurahman bin Salim bin Yahya al-Anbari, Syams bin
Farj Abdurahman bin Abt Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah
al-MaqadisT.

d. Di bidang ilmu Ushul Fikih, Imam al-Nawaw1 berguru kepada Abi Fath
Umar bin Bandar bin Umar al-Taflisi Syafi’i, Abi Mufakhar Muhammad
bin Abdul Qadir bin Abdul Khaliq bin Sha’l al-Ansar1 al-Dimasyqt al-
Syafi’t.

e. Dalam bidang ilmu bahasa, nahwu dan sharf, Imam al-Nawaw1 berguru
kepada Ali Fakhr al-Maliki, Abi Abbas Ahmad bin Salim al-Misr1, Jamal
Ab1 Abdullah Muhammad bin Abdullah ibn Malik1 Jaini.

SAbi Fakhrur Razi, Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Mugaddimah Mahalli, (Jawa
Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 12-14.

N al-Tantawi, al-Imam al-Nawawi, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), him. 16.
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Selain guru, Imam al-Nawaw1 juga memiliki murid, di antaranya adalah
Sulaiman bin Hilal al-Ja’fari, Ahmad bin Farrah Isybili, Muhammad bin Ibrahim
bin Jama’ah, Ali bin Ibrahim Ibn al-Aththar, Syamsuddin bin Nagqib,
Syamsuddin bin Ja’wan dan yang lainnya. Sebagai ulama besar, Imam al-
Nawaw1 juga sangat produktif di dalam menulis karya ilmu di berbagai disiplin
ilmu, mulai dari fikih (hukum Islam), ilmu Al-Quran, hingga pada akhlak
tasawwuf. Di antara hasil dari karya tulis beliau adalah sebagai berikut:

a. Dalam bidang hadits yaitu: al-Arba’in, Rivad al-Salihin, Al-Minhaj

Syarh Sahith Muslim bin al-Hajjaj, Al-Taqrib wa Taysir fi Ma'rifat

Sunan al-Basyirin Nazir.

b. Dalam bidang fiqih yaitu: Minhaj al-Talibin, Raudah al-Talibin, Al-

Majmii’.

c. Dalam bidang bahasa yaitu: Tahzib al-Asma’ wal Lughat.
d. Dalam bidang akhlak yaitu: Tibyan fi Adab Himalah al-Quran, Bustanul

Arifin, dan Al-Azkar.

Selain kitab-kitab di atas, masih terdapat banyak lagi kitab lainnya yang
populer. Sebagian kitab di atas menunjukkan bahwa keilmuan Imam al-Nawaw1
sangat luas dan menguasai berbagai bidang ilmu. Untuk itu, tidak salah jika
dalam pendapat mazhab Syafi’1 cukup sering merujuk pada pendapat-pendapat
Imam al-Nawaw1 tersebut, baik dalam masalah hukum, maupun tentang akhlak.
Salah satu pendapat hukumnya adalah tentang hukum taubatnya pelaku tindak

pidana pencurian sebagaimana akan dijelaskan dalam kesempatan ini.

B. Pandangan Imam al-Nawaw1 tentang Taubat Pelaku Pencuri dan
Konsekuensi Hukumnya

Pada bab terdahulu telah diulas mengenai tata cara taubat pelaku tindak
pidana, dan konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum yang dimaksud di sini
ialah pengaruh atau akibat dari adanya taubat pelaku tindak pidana pencurian.
Di sesi ini, akan dikemukakan secara khusus pendapat Imam al-Nawaw1 tentang

taubat pelaku pencurian, dan konsekuensinya terhadap penerapan hukuman had
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potong tangan. Imam al-Nawaw1 salah satu di antara ulama yang berpendapat
gugurnya had potong tangan karena taubat pelaku pencurian.

Pendapat Imam al-Nawawi tentang taubat pelaku pencurian ini
umumnya sama dengan taubat pelaku kejahatan lainnya. Bagi Imam al Nawawi,
mekanisme bertaubat secara umum ada tiga tahapan, yaitu:8

a. Meninggalkan maksiat
b. Menyesal atas apa yang dilakukannya
c. Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya

Tiga mekanisme taubat di atas tampak sama dengan yang dirumuskan
oleh para ulama yang lainnya. Tiga poin mekanisme dan langkah taubat tersebut
umum berlaku untuk semua jenis perbuatan taubat dari kejahatan atau maksiat.
Imam al-Nawawi menyebutkan langkah taubat dari maksiat yang berhubungan
dengan hak Allah Swt, tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, maka
taubat pelaku harus memenuhi tiga unsur di atas. Imam al-Nawawi
menambahkan, syarat dan mekanisme taubat ketika kejahatan dilakukan
berhubungan dengan hak seseorang maka taubatnya harus memenuhi empat
syarat, berupa meminta kebebasan pihak terkait. Apabila berhubungan dengan
harta benda atau sebagainya, pelaku maksiat harus mengembalikan aset tersebut.

Komentar Imam al-Nawaw1 tentang ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:
o T Oy BN o cEasgbyihl nasT BlaE el SI6 0,
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Dan apabila tindakan maksiat ini berhubungan dengan seseorang maka
taubatnya harus memenuhi empat syarat, yaitu tiga syarat di atas

ditambah dengan meminta kebebasan dari pihak terkait. Jika maksiat ini
berhubungan dengan harta benda atau sebagainya, pelaku maksiat harus

SAba Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain bin
Muhammad bin Jumié’ah bin Hizam al-Nawawi al-Dimasyqi, Rivad al-Salihin, (Beirut: al-
Maktab al-Islami, 1992), him. 47.

? Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain bin
Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqi, Riyad al-Salihin..., hlm. 47.
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mengembalikan aset tersebut. Apabila hak ini berbentuk had gadzf atau
menuduh zina dan semisalnya, pelaku menyerahkan diri dan memohon
maaf pada yang bersangkutan. Jika barang hasil kejahatan tersebut habis,
dia memohon kehalalan pada pemiliknya.

Dalam kitab al-Azkar, Imam al-NawawT juga menyinggung empat proses
taubat yang berkaitan dengan hak manusia, salah satunya adalah
mengembalikan apa yang sudah diambil (dicuri) kepada pemiliknya atau
meminta pemaafan agar dilepaskan dari tuntutan hak pemiliknya itu. Imam al-
Nawawl menambahkan seseorang yang bertaubat untuk satu kesalahan
(maksiat) maka taubatnya diterima meskipun orang itu memiliki banyak dosa
yang lainnya. Oleh sebab itu bagi Imam al-Nawawi, taubat pelaku maksiat
idealnya dilakukan untuk seluruh dosanya yang ada. Hanya saja, sckiranya
hanya bertaubat untuk satu macam saja, maka taubat pelaku dipandang sah.'’

Imam al-Nawaw1 sebetulnya hendak menegaskan mekanisme pelaksanan
taubat dibedakan menjadi dua bagian, ada taubat yang berhubungan dengan hak
Allah dan ada pula dengan hak manusia. Di dalam kasus pencurian, mekanisme
taubat harus mengikuti tata cara taubat yang berhubungan dengan pelanggaran
hak manusia, yaitu ada tambahan untuk meminta maaf pada orang yang dicuri
hartanya, dan sedapat mungkin mengembalikan harta curian tersebut. Artinya,
pelaku pencurian dituntut agar memenuhi tiga syarat pertama yaitu
meninggalkan perbuatan mencuri, menyesal atas tindakannya mencuri, dan
berjanji agar tidak kembali mengulangi tindakan mencuri untuk selama-
lamanya, ditambah dengan syarat untuk meminta maaf kepada korban pencurian
atau mengembalikan harta curian. Jika harta curian itu sudah habis atau tidak
ada lagi, maka pencuri harus meminta kebebasan dan pemaafan agar tidak

dituntut. Namun, jika korban tetap menuntut untuk dikembalikan, atau tidak

""Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jum@’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqi, A/-Azkar Imam Nawawrt, (Terj:
M. Tarsi Hawi), Cet. 10, (Bandung: Al-Ma’arif, 1984), hlm. 1071.
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memaafkan pelaku sebab hartanya telah hilang, maka hukuman had kepada
pelaku tetap dilaksanakan.

Adapun konsekuensi taubat pelaku pencurian ini, akan diarahkan kepada
ulasan mengenai gugur tidaknya had pencurian pasca taubat. Dalam konteks ini,
Imam al-Nawaw1 memposisikan diri dengan mengambil pendapat gugurnya had
potong tangan karena pelaku bertaubat. Saat memberi komentar tentang taubat
pelaku begal (gat’'u al-tarig), Imam al-Nawawi juga menyatakan hal yang sama
dengan kasus pencurian, di mana had pencuri akan gugur ketika sudah
melakukan taubat.'!

Imam al Nawaw1 cenderung mempersamakan konsekuensi taubat pelaku
qat’'u al-tarig dan pencuri meskipun secara peristiwa hukum keduanya berbeda
konsep. Khusus gat’u al-tarig, Imam al-Nawawl menyebutkan dalam pendapat
al-mazhab, gugurnya hukuman bagi pelaku begal secara khusus, dan tidak untuk
kejahatan hudiid lainnya berdasarkan azhar.'” Hal ini berarti bahwa gugurnya
had pelaku qat’u al-tarig sudah tidak dipertentangkan lagi oleh para ulama
mazhab Syafi’i, namun untuk kejahatan judiid yang lain tidak gugur
berdasarkan riwayat azhar yang lebih jelas dari dua pendapat yang ada.

Bila diperhatikan, Imam al-Nawaw1 memang mengakui adanya beberapa
riwayat (pendapat) mengenai gugur tidaknya had mencuri, ada yang
menyatakan gugur dan ada juga tidak gugur. Dalam al-Majmii’ Syarh al-
Muhazzab merupakan salah satu kitab yang dipandang cukup representatif
dalam mazhab Syafi’l, Imam al-Nawawi mengakui adanya beda pendapat
tentang apakah had pencuri itu gugur karena taubat atau tidak, sebab pencurian
adalah berhubungan dengan hak adam, dan juga hak Allah secara sekaligus.
Pendapat yang paling kuat dan ia ikuti adalah sad pencuri dapat gugur ketika ia

""Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawawi al-Dimasyqi, Raudah al-Talibin wa ‘Umdah
al-Muftin, Juz’ 10, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), hlm. 159.

"2Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumt’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqi, Minhaj al-Talibin wa ‘Umdah
al-Muftin, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2005), hlm. 512.



50

telah bertaubat.” Komentarnya masalah ini bisa dipahami dalam kutipan
berikut:

5 g G 5 e et o2 Tt B s 0 ond G 8y

R

Dan karena nas Alquran yang agung menjadi dalil tentang gugurnya had

(hukuman tertentu) bagi seorang muslim yang mencuri atau begal saat
ketika ia taubat.

Bagi Imam al Nawawi, taubat sebagai dasar legalitas gugurnya had
potong tangan harus memenuhi syarat-syarat taubat pencurian, yaitu berjanji
tidak pernah mengulanginya lagi, menyesali dan meninggalkan perbuatan
mencuri, ditambah dengan mengembalikan apa yang sudah diambil (dicuri)
kepada pemiliknya dan meminta maaf, atau bila barang curian telah tidak ada
lagi, maka pelaku meminta maaf agar dilepaskan dari tuntutan hak pemiliknya
tersebut." Jika tidak ada maaf dari korban, maka pelaku tetap dihukumi potong
tangan.

Selain memenuhi syarat-syarat taubat di atas, had potong tangan juga
akan gugur ketika pencuri belum ditangkap penguasa (s J5) dan ia
memperbaiki diri (o). Pada bagian ini, Imam al-Nawawl menyamakan
kondisi pelaku gat’u al-tarig (begal) yang belum ditangkap dengan pelaku
pencurian. Hanya saja khusus bagi pelaku pencuri, Imam Nawawil

menambahkan keharusan untuk memperbaiki diri atau zsizy. Dalam salah satu

pendapatnya disebutkan:

Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumi’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqt, Majmii’ Syarh al-Muhazzab [i
al-Syirazt, Juz’ 22, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1970), him. 243.

"“Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqi, Ru 'iis al-Masa’il wa Tuhfah
Tullab al-Fada’il, (Tahqiq: Abd al-Jawad Hamam), (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), him. 91.

'SAbii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqt, Al-Azkar Imam..., hlm. 1071.
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Disyaratkan bersamaan dengan tindakan taubat itu berupa memperbaiki

perbuatan agar tampak secara lahiriah.

Komentar Imam al-Nawawi di atas ia sebutkan ketika menjelaskan
syarat gugurnya had bagi pelaku pencurian, sementara untuk pelaku gat’u al-
tarig (begal) hanya satu syarat, yaitu belum dikuasai atau ditangkap oleh
pemerintah. Jika pelaku sudah ditangkap dan hukuman /ad sudah ditetapkan
oleh imam, maka tidak ada pemaafan atau pengampunan (syafaat) baginya. 17

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Imam al-Nawawi
pada dasarnya mengakui adanya beda pendapat antara para ulama tentang gugur
tidak nya had potong tangan. Pengakuannya itu tidak hanya antar ulama lintas
mazhab tetapi juga dalam mazhab Syafi’1 (mazhabnya Imam al-Nawaw1) juga
ditemukan beda pendapat. Meski demikian, Imam al-Nawawi cenderung
memilih dan juga menguatkan pendapat yang menyatakan gugur had pelaku
pencurian ketika telah taubat dan harus memenuhi syarat belum di tangkap oleh
pemerintah, paling tidak belum ditangkap oleh aparat penegak hukum,

kemudian 1a juga disyaratkan harus memperbaiki diri.

C.Dalil dan Metode Istinbat yang Digunakan Imam al-Nawawl dalam
Menetapkan Taubat Sebagai Penghapus Had Tindak Pidana Pencurian

Pada bagian ini, akan dikemukakan dalil-dalil yang digunakan oleh
Imam al-Nawawi dalam menetapkan taubat sebagai penghapus had potong
tangan bagi pelaku pencurian. Dalil-dalil hukum yang digunakan Imam al-
Nawaw1 sebetulnya sama dengan ulama lainnya yang juga memandang

gugurnya had pencurian sebab taubat. Dalil primer yang ia gunakan adalah QS.

'®Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumi’ah bin Hizam al-Nawawi al-Dimasyqi, Raudah al-Talibin wa
‘Umdabh..., Juz’ 10, hlm. 159.

""Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain

bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawawt al-Dimasyqt, Majmii’ Syarh al-Muhazzab...,
Juz’ 22, hlm. 217.
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al-Ma’idah [5] ayat 38-39."® Ayat ini bicara tentang hukum pencurian, yaitu bagi
laki-laki dan perempuan mencuri wajib dipotong tangan, namun bagi yang

bertaubat maka Allah Swt menerimanya dan mengampuni.
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu)
sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka
sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

Terkait dengan tafsir QS. al-Ma’idah [5] ayat 38, al-TabarT menyebutkan
perintah memotong tangan keduanya (laki-laki atau perempuan yang mencuri)
pada ayat tersebut adalah tangan sebelah kanan. Ia menguatkannya dengan
riwayat dari al-Suddi yang menyatakan maksud memotong tangan adalah tangan
sebelah kanan. Demikian pula dinyatakan di dalam riwayat Sufyan, dari Jabir,
dari Amir dan selainnya.'® Dalam tafsir Tbn Mas’{id, pemotongan tangan pencuri
sebagaimana perintah QS. al-Ma’idah [5] ayat 38 di atas tidak berlaku kecuali
nilainya 1 dinar atau 10 dirham.”® Mengenai nisab barang curian ini, memang
masih ditemukan beda pendapat ulama. Menurut mazhab Hanafi, batas nisab
barang curian minimal 1 dinar atau 10 dirham atau seharga dari salah satu dari

keduanya.”' Dalam mazhab Maliki, nisab pencurian adalah 3 dirham, atau yang

""Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawaw1 al-Dimasyqt, Ru 'is al-Masa’il wa Tuhbfah...,
hlm. 91.

Ibn Jarir al-Thabari, Tafsir al-Thabari, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp),
hlm. 863.

2()Muhammad Ahmad al-‘Ishawi, Tafsir Ibn Mas ud, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam,
t. tp), him. 468.

?'Ibn Mazah al-Bukhari al-Hanafi, al-Muhit al-Burhani fi al-Figh al-Nu’'mani Figh al-
Imam Abi Hanifah, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘IImiyyah, 2004), hlm. 511.
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senilai dengan tiga dirham atau lebih. Menurut mazhab Syafi’1, nisab barang
curian minimal 4 dinar, adapun dalam mazhab Hanbali, nilai minimalnya yaitu
antara 4 dinar dan 3 dirham.*

Bagi Imam al Nawawi, nas QS. al-Ma’idah [5] ayat 38-39 di atas
menjadi dalil atas gugurnya had seorang pencuri muslim ataupun pelaku begal
ketika ia bertaubat.” Hal ini dipertegas lagi dengan riwayat hadis menyebutkan:
“Ws & o4 5807, artinya: faubat itu menghapus dosa sebelumnya.** Hanya saja, bagi
pelaku yang sudah ditangkap oleh penguasa, maka ia tidak boleh diberi
ampunan dan syafaat. Artinya jika seorang sultan (L) ataupun hakim (5&)
telah menangani kasus pencurian, maka tidak boleh diberikan maaf kepadanya
dan tidak boleh juga diberikan syafaat:
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Maka apabila telah ditetapkan bagi seorang pencuri yang telah
memenuhi (syarat) wajib untuk dijatuhkan hukuman potong tangan di
sisi penguasa atau hakim, maka tidak boleh ada lagi pemaafan baginya

dan tidak pula bentuk yang lainnya termasuk syafaat (keringanan)
atasnya.

Kutipan di atas mempertegas posisi Imam al-Nawaw1 tentang kewajiban
menghukum pelaku pencurian ketika sudah sampai pada hakim atau penguasa di
dalam satu daerah. la beralasan dengan dalil hadis dari Aisyah yang

menceritakan perihal tidak diberikannya pemaafan bagi pelaku kejahatan yang

> Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, (terj: Saefudin Zuhri
dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 267-269.

» Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-NawawT al-Dimasyqi, Ru ‘is al-Masa il wa Tuhfabh...,
him. 91.

*Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumt’ah bin Hizam al-NawawT al-Dimasyqi, Terjemah al-Majmu’, (t. terj),
Jilid 30, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 43.

»Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawawt al-Dimasyqt, Majmii’ Syarh al-Muhazzab...,
Juz’ 22, hlm. 219.
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sudah tertangkap oleh penguasa.”® Sebaliknya, bagi pelaku yang sudah menyesal
dan bertaubat, dan belum pula diserahkan kepada hakim atau penguasa, maka
had potong tangan bisa gugur.

Ditelusuri lebih jauh, bahwa QS. al-Ma’idah [5] ayat 38-39 mengandung
informasi hukum wajibnya menegakkan hukum potong tangan kepada pelaku
pencurian baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, pada ayat 39 tampak
menganulir penerapan hukuman /ad potong tangan menjadi gugur ketika pelaku
bertaubat. Meski demikian, ayat di atas tidak menerangkan secara jauh
bagaimana prosedur diterimanya taubat pelaku pencurian. Apakah tobat itu
berlaku pada saat sesudah pencuri diserahkan kepada hakim, atau hanya berlaku
ketika pelakunya belum diserahkan kepada hakim. Di sini, Imam al-Nawaw1
menegaskan pencuri yang bertaubat yang gugur had-nya hanya berlaku ketika
belum diserahkan pada hakim. Prinsipnya sama seperti kasus qat’u al-tarig
(begal), di mana mereka yang belum ditangkap bisa gugur had-nya sebagaimana
disebutkan dalam QS. al-Ma’idah [5] ayat 33-34:

a
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di
akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang
yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai

*°Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawawt al-Dimasyqt, Majmii’ Syarh al-Muhazzab...,
Juz’ 22, hlm. 219.
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(menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ma’idah [5]: 33-34).

Dalam beberapa kitab tafsir, ayat di atas menyebutkan bahwa orang yang
memerangi Allah dan Rasul tidak akan diberikan kesempatan untuk memilih
dan menentukan kehendaknya. Kecuali orang lain yang bukan memerangi Allah
dan Rasul, maka mereka masih diberikan pilihan. Dalam ulasan Imam Syafi’i
terkait hal ini juga menegaskan bahwa segala sesuatu termasuk seseorang
diberikan satu pilihan menurut kehendaknya, kecuali orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak diberikan pilihan kecuali harus dihukum.
Mengenai perampok yang melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya
maka mereka wajib untuk dibunuh juga.”’

Selain itu, Imam al-Nawawil menggunakan riwayat hadis sebagai

sandaran hukumnya, yaitu riwayat Imam Malik berikut ini:**
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Telah menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Rabi’ah bin Abi Abd Al-
Rahman bahwa Zubair Bin Awwam berjumpa dengan seorang lelaki
yang telah menangkap pencuri dan ia hendak membawanya kepada
penguasa. Kemudian Zubair memohon agar ia dimaatkan, agar ia bisa
membebaskan nya. Lelaki tersebut pun berkata: “Tidak, hingga aku
sampaikan (perihal) nya kepada Sultan”. Maka Zubair berkata: “Bila
engkau sampaikan ia kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang
yang memintakan syafa’at (yang memediasi agar si pelaku dibebaskan)
dan orang yang menerima syafa’at (yang meloloskan permohonan
tersebut).

*"Ahmad bin Mushthafa al-Farran, Tafsir al-Imam al-Syafi’i, (Terj: Fedrian Hasmand,
dkk), Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 334-335.

*Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf bin al-Muri bin al-Hasan bin al-Husain
bin Muhammad bin Jumii’ah bin Hizam al-Nawawt al-Dimasyqi, Majmii’ Syarh al-Muhazzab...,
Juz’ 22, hlm. 218.

2Imam Malik bin Anas, Al-Muwatta’, (Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1992), hlm. 446-447.



56

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dasar hukum
digunakan Imam al-Nawaw1 terdiri dari ayat Alquran dan hadis. Keterangan QS.
al-Maidah [5] ayat 39 menjadi dalil yang memberikan informasi tentang
diperhitungkannya taubat pelaku pencurian. Kemudian diperkuat dengan salah
satu riwayat hadis dari Abu Dawud. Dalil pendukungnya adalah QS. al-Maidah
[5] ayat 33-34 mengenai taubatnya pelaku pemberontakan.

Sejauh amatan penulis, Imam al-Nawawi dalam menetapkan taubat dapat
menghapus atau menggugurkan hukuman /ad potong tangan tidak berdiri pada
satu dalil hukum saja, akan tetapi dielaborasi ke dalam berbagai bentuk kasus.
Di antara kasus yang serupa adalah kasus pelaku muharibin dan kasus
pemberontak. Beberapa kasus tersebut mendukung sekaligus memperluat bahwa
taubat pelaku tindak pidana hudiid menjadi illat gugurnya hukuman /jad,
termasuk di dalamnya tindak pidana pencurian dapat menggugurkan hukuman
had.

Mengikuti dalil-dalil yang digunakan Imam al-Nawawi, maka Imam al-
Nawaw1l tampak menggunakan metode istinbat ta’lili, yaitu satu bentuk
penalaran hukum dengan melihat pada ada tidaknya illat (sebab) hukum yang
menyertainya. Metode istinbat ta’lili, dan bisa juga disebut corak analisis ta 'lili
atau penalaran fa’lili merupakan penalaran yang berupaya melihat apa yang
melatarbelakangi munculnya ketentuan hukum di dalam Alquran dan al-Hadis.*
Dengan kata lain yaitu apa-apa yang menjadi i//at hukum dari suatu peraturan
tersebut. Para ulama melihat semua peraturan hukum yang ditetapkan Allah ada
illat-nya, karena tidak mungkin Allah memberikan peraturan tanpa maksud dan
tujuan.’’

Model penalaran ta 'lili ini pada gilirannya akan memunculkan pola-pola

penemuan hukum baru. Di dalam catatan Albani Nasution dan Hidayat

Fauzi, Taori Hak, Harta, Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 13.

*'"Muhammad Yusuf, Relasi Teks dan Konteks: Mamahami Hadis-Hadis Kontradiktif
Melalui Manhaj Imam al-Syafi’i, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020), hlm. 241-242.
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Nasution, disebutkan bahwa metode atau corak penalaran ta’lili merupakan
corak yang pada akhirnya menimbulkan dua pola penemuan hukum, yaitu pola
giyas atau analogi hukum dan pola istihsan ataupun melihat adanya tidaknya hal
yang baik. Sebab, upaya yang dilakukan ialah dengan memahami bahwa dalam
nash, baik Alquran maupun hadis, dalam penjelasannya terhadap suatu hukum
maka sebagian diiringi dengan penyebutan illat-illat hukumnya.*?

Melihat penjelasan di atas, maka dalam kasus taubatnya pelaku
pencurian sebagaimana yang ditelusuri Imam al-Nawawi, metode 7a /il yang ia
gunakan cenderung mengarah pada pola penemuan hukum melalui pendekatan
qiyas, yaitu menganalogikan satu permasalahan hukum yang belum ada dalilnya
secara tegas dengan permasalahan hukum yang sudah tegas dalilnya, karena ada
kesamaan i//at di dalamnya.

Mengenai gugurnya had potong tangan bagi pelaku pencurian, Alquran
dan hadis memang tidak menyebutkan secara tegas tentang gugurnya had
potong tangan bagi pelaku pencurian yang bertaubat. Karena itu, Imam al-
Nawawi di sini menganalogikannya dengan kasus taubatnya pelaku
pemberontakan (kirabah) dan juga pembegalan (gat’ al-tarig). Penelaran hukum
yang dilakukan oleh Imam al-Nawaw1 ini dinamakan dengan metode penemuan
illat hukum (ta 'lil al-hukm) dengan cara giyas (analogi hukum).

lllat hukum gugurnya had pemberontak (muharibi) dan pelaku begal
(gat’ al-tariq) adalah taubatnya pelaku. Jika ada taubat, maka had akan gugur,
dan jika tidak ada taubat, maka had tidak gugr. Karena itu, i/lat yang ada pada
kasus-kasus pemberontakan dan begal juga sama dengan kasus pencurian, yaitu
adanya taubat pelaku. Karena itulah, metode penalaran yang digunakan Imam
al-Nawaw1 dalam menemukan hukum gugurnya had potong tangan tampak

menggunakan metode istinbat ta’lili (penemuan illat) dengan pola penemuan

**Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum
Islam dan Maqashid Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.



58

hukum dalam bentuk giyas yaitu penganalogian dua kasus yang berbeda karena
memiliki unsur keserupaan i//at di dalamnya.

Membincangkan hukum pencurian tidak dapat dilepaskan dengan hukum
kepemilikan harta. Harta sebagai unsur penting dan pokok kehidupan seseorang
harus diakui dan dihargai oleh orang lain. Salah satu bentuk menghargai hak
harta orang lain adalah dengan tidak mengganggunya dan mencurinya. Mencuri
harta orang lain, disamping merugikan orang lain, juga akan merugikan diri
sendiri. Hal ini karena pelaku pencurian dibebani hukum berupa
pertanggungjawaban pidana berupa potong tangan bagi yang memenuhi syarat
potong tangan, atau hukuman fa zir bagi yang tidak memenuhi syarat untuk
dipotong tangan. Sanksi ta zir ini seperti mencuri harta orang lain yang sudah
sampai nisab, tetapi tidak di tempat penyembunyiannya, demikian pula mencuri
barang yang tidak sampai nisab tapi dilakukan pada tempat
penyembunyiannya.™

Sanksi hukum baik itu had ataupun ta’zir ini bisa saja terhapus atau
gugur apabila pelaku bertaubat dan belum diserahkan kepada penguasa. Bicara
tentang gugur tidaknya fad potong tangan bagi pencurian setelah pelakunya
bertaubat sebetulnya masuk di dalam pembahasan proses dan mekanisme
penghukuman dalam Islam. Prosedur baku penanganan dan penyelesaian kasus-
kasus hukum, termasuk kasus pencurian, yaitu meliputi pembuktian hingga pada
eksekusi pelaku. Namun, ada pula ketentuan lain menyangkut penjatuhan sanksi
hukum bagi pelaku. Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah taubatnya
pelaku pencurian sebelum dihukum atau sebelum ditangkap oleh aparat penegak
hukum.

Pendapat Imam al Nawawi sebelumnya mewakili ulama yang
berpendapat gugurnya had pencurian karena taubat. Sebetulnya, yang

mengambil pendapat ini juga diambil oleh beberapa ulama lainnya, seperti Ibn

3Imam al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah, (Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrah
man), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 402.
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Taimiyyah yang merupakan tokoh ulama mazhab Hanbali. Dalam salah satu
komentarnya disebutkan bahwa Allah menerima semua tobat pelaku maksiat.>*
Dalam kesempatan yang lainnya, ia juga berkomentar bahwa orang yang
bertaubat dari perbuatan zina, mencuri, atau meminum khamar sebelum
diangkat kepada imam maka yang benar adalah hukuman /ad menjadi gugur.”

Selain Ibn Taimiyah, juga dipegang oleh ulama mazhab Hanbali lainnya,
sebab ulama mazhab Hanbali mengakui legalitas taubat sebagai dasar hapusnya
hukuman fad.® Dengan begitu, pendapat Imam al-Nawawi sebelumnya
bukanlah satu-satunya pandangan yang berkembang dalam masalah tersebut.
Permasalahan tersebut sudah ada jauh sebelum Imam al-Nawawi memberikan
komentarnya tentang masalah gugurnya /ad pencurian sebab taubat, hanya saja
di sini Imam al-Nawawi sekedar memperkuat alasan hukum tentang tobat
pelaku pencurian.

Hal menarik dari pendapat Imam al Nawawil yaitu ia tampak
“memisahkan diri” dari ulama lainnya yang satu mazhab dengannya mengenai
gugur tidaknya had pencuri karena taubat. Imam al Nawawi lebih memilih
pendapat gugurnya had pencurian, sementara ulama mazhab Syafi’l yang
lainnya memandang tidak gugur hanya dengan taubatnya pelaku.’’ Di antara
ulama kalangan Syafi’iyah ini adalah Zakariyya al-Ansari (w. 926 H).*® Berbeda
dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanbali, di mana mereka cenderung
sepakat menyatakan hukuman /ad pelaku kejahatan, bagi zina, pencuri, tindak

pidana hudiid akan gugur sebab tobat pelakunya.

*Ibn Taimiyah, Jami’ al-Masa’il, (Tahqiq: Abdurrahman bin Hasan bin Qa’ir), Juz 9,
(Mekkah: Dar Alim al-Fawa’id, 1437), him. 225.

*Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz 3, (Bairut: Dar al-Kutb al-“Ilmiyyah, 1987), hlm.
411.

3%Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuh (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 246.

3"Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuh..., Jilid 7, hlm. 246.

38Zakariyya"l al-Ansari, Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Tullab, Juz’ 2, (Beirut: Dar
al-Kutb al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 285.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat
disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah
diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Menurut Imam al-Nawawi, pencuri yang bertaubat terbebas dari hukuman
had. Alasannya bahwa Alquran mengakui diterimanya taubat pelaku begal,
dan ia dipersamakan dengan pelaku pencurian. Taubat pelaku pencurian
dilakukan dengan empat cara yaitu meninggalkan perilaku mencuri,
menyesali terhadap kejahatan pencurian yang sudah dilakukannya, dan
berjanji secara sungguh-sgungguh untuk tidak kembali mengulang perbuatan
mencuri selama-lamanya, serta meminta maaf dan kebebasan dari korban
ketika harta curian sudah tidak ada lagi, atau meminta maaf kepada korban
dan mengembalikan harta curian. Konsekuensi taubat pelaku pencurian yaitu
akan menggugurkan had potong tangan. Gugurnya had potong tangan karena
taubat ini harus memenuhi syarat yaitu pencuri belum ditangkap penguasa ( 13
54 dan ia memperbaiki diri ().

2. Dalil dan metode istinbat yang digunakan Imam al-Nawawil dalam
menetapkan taubat sebagai penghapus had tindak pidana pencurian mengacu
pada Alquran dan hadis. Dalil Alquran mengacu pada QS. al-Maidah [5] ayat
38-39 tentang pencuri diampuni oleh Allah Swt jika ia bertaubat dan
memperbaiki diri lebih baik. Menurut Imam al-Nawawi, ayat tersebut tegas
menerangkan diterimanya taubat pelaku pencurian. Karena taubat diterima,
maka hukuman had atasnya digugurkan setelah sebelumnya terpenuhi syarat
taubat pencurian. Kemudian Imam al-Nawawi menggunakan dalil QS. al-
Maidah [5] ayat 33-34 tentang pemberontak diampuni oleh Allah Swt jika

seandainya bertaubat dan belum ditangkap oleh penguasa. Menurut Imam al-
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Nawawi, makna hukum yang ada dalam ayat tersebut dapat dipersamakan
dengan hukum pencurian. Oleh sebab itu, pencuri yang bertaubat bisa
diterima taubatnya dan gugur had pencurian, dengan lebih dahulu memenuhi
syarat taubat pelaku pencurian. Kemudian, Imam al-Nawawi menggunakan
dalil hadis riwayat Imam Malik mengenai Zubair bin Awam meminta agar
pencuri yang belum sampai kepada sultan untuk diberi ampunan. Mengikuti
dalil-dalil yang digunakan Imam al-Nawawi, maka Imam al-Nawawi
menggunakan metode ta’lili (penemuan illat hukum) melalui pendekatan
giyas yaitu menganalogikan kasus taubat pencuri dengan taubat pelaku begal
dan pemberontak. [llat hukum yang dimaksud ialah taubat pelaku

pemberontak dan begal disamakan dengan taubat pelaku pencurian.

B. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran

sebagai berikut:

1.

Imam al-Nawaw1 cenderung tidak menjelaskan lebih jauh bagimana prosedur
dan mekanisme kondisi pencuri yang bertaubat. Imam al-Nawaw1 juga tidak
menjelaskan mengenai boleh tidaknya korban melaporkan pelaku yang sudah
bertaubat kepada penguasa, tidak juga dijelaskan penanganan selanjutnya.
Hal ini tentu memberikan gambarang yang komprehensif bagi pembaca
tulisan-tulisannya.

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian lebih jauh
mengenai upaya perbandingan hukum para ulama tentang gugur tidaknya sad
pencurian pasca pelaku melakukan taubat. Selain itu, perlu juga ada kajian
tentang sejauh mana taubat itu diterapkan oleh pelaku, dan kewenangan

korban melaporkan pelaku yang bertaubat.
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